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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah, Tuhan Semesta 
Alam, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga buku 
pengantar akuntansi syariah ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tak lupa 
Shalawat serta salam kami curahkan dan limpahkan kepada Rasulullah 
Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua ke jalan kebenaran. 
Begitu banyak penulis yang telah membahas akuntansi syariah dalam 
berbagai buku dan karya ilmiah, baik yang diterbitkan maupun yang masih 
berbentuk draft-draft dalam artikel-artikel ilmiah. Namun demikian, sebagian 
besar buku masih membahas akuntansi syariah dalam ranah teoritis, padahal 
ilmu terbaik adalah yang dapat diimplementasikan, sehingga berguna bagi 
kehidupan diri  pribadi dan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang 
artinya “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni). 
Pembahasan dalam buku pengantar akuntansi syariah ini meliputi 
konsep dasar akuntansi syariah, akad-akad akuntansi syariah yang sering 
terjadi di lingkungan masyarakat. Akad-akad akuntansi syariah yang di bahas 
dalam buku ini meliputi akad jual-beli syariah, akad sewa-menyewa syariah, 
akad kerja sama usaha syariah, dan akad investasi syariah. Selain akad-akad 
tersebut, buku ini juga di lengkapi dengan contoh kasus aplikatif yang sering 
terjadi di lingkungan masyarakat indonesia pada umumnya. 
Buku pengantar akuntansi syariah ini dibuat dengan berbagai observasi 
dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan 
tantangan dan hambatan selama mengerjakan buku ini. Oleh karena itu, kami 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan buku pengantar akuntansi syariah ini.  
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada 
buku pengantar akuntansi syariah ini. Oleh karena itu kami mengundang 
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pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. 
Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan 
buku kami selanjutnya.  
Akhir kata semoga buku pengantar akuntansi syariah ini dapat 
memberikan manfaat bagi kita sekalian. Segala bentuk kebenaran dalam buku 
ini, semuanya berasala dari Allah SWT, dan segala kekurangan serta kesalahan 
yang ada di dalam buku semata-mata adalah tanggung jawab penulis sendiri. 
 
Pekanbaru, November 2014  
 
Andri Eko Prabowo 
FKIP -  Universitasi Islam Riau 
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BAB I 
PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH 
 
Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah 
Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan 
keputusan ekonomi suatu perusahaan. Hal ini produk akhir dari proses 
akuntansi adalah laporan keuangan yang menunjukkan perkembangan 
keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga dari laporan keuangan 
tersebut, stakeholder perusahaan dapat menentukan dengan tepat langka-
langkah yang harus diambil atas investasinya. Mengingat demikian pentingnya 
akuntansi, maka sebelum mempelajari akuntansi keuangan syariah lebih lanjut, 
diperlukan suatu pemahaman terlebih dahulu mengenai akuntansi, akuntansi 
keuangan, akuntansi syariah, dan akuntansi keuangan syariah. 
Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, 
mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu 
organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Weygant, 2005:4). 
Selain itu, Reeve (2008:9) mengungkapkan akuntansi merupakan suatu sistem 
informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku yang 
berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 
Kemudian Kieso (2001:3) menjelaskan Akuntansi Keuangan (financial 
accounting) adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan 
keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh 
pihak-pihak internal maupun eksternal. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan merupakan suatu sistem 
informasi yang terdiri dari proses identifikasi, pencatatan dan 
pengkomunikasian aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan dalam bentuk 
laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-
pihak internal maupun eksternal perusahaan. 
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Nurhayati (2008:2) menjelaskan yang dimaksud dengan akuntansi 
syariah adalah proses akuntasi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan 
aturan Allah SWT. Lebih lanjut Muhammad (2011:5) menjelaskan Akuntansi 
syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, 
pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam 
bentuk satuan uang, guna mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan 
informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan 
syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-
keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para 
pemakainya. Dengan kata lain akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi 
atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah dan dikelola berdasarkan 
syariah, dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemakai 
laporan keuangan. 
Definisi-definisi diatas belum dapat menunjukkan dengan jelas maksud 
dari akuntansi keuangan syariah. Namun demikian dengan memperhatikan 
definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat di simpulkan 
bahwa akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi yang diawali dengan 
pengidentifikasian, pencatatan, dan diakhiri dengan pengkomunikasian dalam 
bentuk laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah dan dikelola berdasarkan syariah guna memberikan 
informasi keuangan secara menyeluruh atas suatu entitas ekonomi 
(perusahaan) sebagai bahan pertimbangan stakeholder dalam pengambilan 
keputusan-keputusan ekonomi. 
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BAB II 
KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 
 
Akuntansi sebagai suatu sistem pencatatan keuangan memerlukan 
adanya standar dan aturan yang baku atau sama dalam satu jenis usaha. Standar 
ini berfungsi untuk kepercayaan pengguna laporan keuangan, meninkatkan 
daya banding laporan keuangan, baik daya banding internal antar periode 
maupun daya banding eksternal dalam periode yang sama, serta untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan teknis yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Oleh karena itu keberadaaan suatu standar yang sama dalam 
penyusunan laporan keuangan menjadi sesuatu hal yang mutlak, atas dasar 
inilah kerangka dasar laporan keuangan syariah dibuat. 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia sebagai 
lembaga resmi yang mengatur masalah standarisasi keuangan di Indonesia, 
telah menyusun suatu kerangka dasar akuntansi keuangan yang berbasis pada 
hukum-hukum islam. Kerangka dasar ini merupakan pondasi dari bangunan-
bangunan akuntansi syariah selanjutnya yang dinyatakan dalam bentuk 
Pernyataan Standar Akuntansi Syariah  (PSAK Syariah). 
Kerangka dasar laporan keuangan syariah memberikan dasar bagi 
penggunannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah. 
Kerangka ini berlaku bagi semua transaksi syariah yang di sajikan dan di 
laporkan oleh entitas syariah baik sektor publik maupun swasta. Dampak bagi 
entitas syariah yang tidak menerapkan kerangka ini yaitu laporan keuangan 
menjadi tidak standar sehingga mengurangi daya banding laporan keuangan.  
 
2.1. Tujuan Kerangka Dasar 
Kerangka dasar laporan keuangan menyajikan suatu konsep yang 
mendasari penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  bagi para 
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penggunanya. Tujuan kerangka dasar laporan keuangan adalah untuk 
digunakan bagi: 
a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah 
Kerangka dasar laporan keuangan syariah dapat digunakan oleh tim 
penyusun sebagai dasar dalam penyusunan standar akuntansi keuangan 
syariah. Keberadaan kerangka dasar ini menjadikan standar akuntansi 
yang di susun dapat memiliki kualitas yang baik dan saling bersinergi 
antar berbagai jenis akad transaksi. 
b. Penyusun laporan keuangan 
Kerangka dasar laporan keuangan syariah dapat dijadikan dasar atau 
landasan dalam pengambilan keputusan untuk menanggulangi masalah 
akuntansi  syariah  yang belum diatur dalam standar akuntansi 
keuangan syariah. 
c. Auditor  
Kerangka dasar laporan keuangan syariah merupakan dasar bagi 
auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 
keuangan disusun oleh entitas ekonomi syariah sesuai dengan prinsip 
akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. 
d. Para pemakai  laporan keuangan 
Kerangka dasar laporan keuangan syariah merupakan dasar bagi 
pemakai laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan syariah. 
 
2.2.Ruang Lingkup Kerangka Dasar Akuntansi Syariah 
Kerangka dasar laporan keuangan syariah menyajikan informasi terkait 
dengan tujuan, karakteristik, definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-
unsur yang membentuk laporan keuangan entitas syariah. 
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2.2.1. Tujuan laporan keuangan 
Kerangka dasar laporan keuangan mengatur tentang tujuan 
penyusunan laporan keuangan secara umum, yaitu laporan informasi 
keuangan yang pada umumnya diperlukan oleh stage holder dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. Kerangka dasar laporan keuangan tidak 
menyajikan informasi yang bersifat khusus, guna memenuhi kebutuhan 
pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusannya, seperti pemerintah 
dalam perhitungan pajak. 
Secara umum tujuan  laporan  keuangan  menyediakan informasi 
yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan  posisi  
keuangan  suatu  entitas  syariah  yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan 
lain dari penyusunan laporan keuangan menurut KDPPLKS (Kerangka 
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) adalah: 
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 
transaksi dan kegiatan usaha; 
b. Informasi  kepatuhan  entitas syariah terhadap  prinsip syariah, serta 
informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai 
dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan 
penggunaannya; 
c. Informasi untuk membantu  mengevaluasi  pemenuhan tanggung 
jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 
menginvestasikannya  pada tingkat keuntungan yang layak; dan 
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh  
penanam  modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi 
mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi  sosial  entitas  
syariah,  termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, 
dan wakaf. 
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2.2.2. Karakteristik Laporan Keuangan 
Karakteristik merupakan ciri khas yang menentukan kualitas dan 
nilai guna informasi dalam laporan keuangan entitas syariah bagi 
pemakainya. Terdapat beberapa karateristik utama dari suatu laporan 
keuangan, yaitu : dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, dan 
dapat diperbandingkan. 
a. Dapat dipahami 
Unsur penting informasi yang terkandu dalam laporan keuangan adalah 
kemampuan informasi itu untuk segera dapat dipahami oleh 
pemakainya. Dalam hal ini pemakai laporan keuangan diasumsikan 
sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang memadai terkait 
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 
mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun 
demikian, tidak berarti bahwa laporan yang kompleks dapat 
dikeluarkan dari laporan keuangan, dengan pertimbangan kerumitan 
informasi tersebut untuk dipahami oleh pemakai laporan keuangan. 
b. Relevan 
Informasi akuntansi di sebut relevan apabila informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan 
(predictive), menegaskan ((confirmatory), atau mengkoreksi hasil 
evaluasi mereka di masa lalu. 
c. Materialitas 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus merupakan 
suatu informasi yang material. Suatu informasi disebut material apabila 
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat 
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 
yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 
besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus 
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dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam 
mencatat (misstatement).  
d. Handal (Reliable) 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi 
unsur kehandalan (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika 
bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat 
diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur 
(faithfulnes representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 
secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
e. Dapat Dibandingkan 
Suatu laporan keuangan yang baik harus dapat di bandingkan. Pemakai 
harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar 
periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan 
kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 
laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi 
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif 
terhadap entitas syariah lain yang sejenis atau terhadap industri syariah 
yang sejenis. 
 
2.2.3. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 
a. Tepat Waktu 
Penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan 
mengakibatkan informasi yang dihasilkan akan kehilangan 
relevansinya. Namun, jika informasi disajikan tepat waktu, seringkali 
perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa 
lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. 
Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, 
informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang 
bermanfaat bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu dalam usaha 
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mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan 
pengambil keputusan merupakan suatu pertimbangan yang 
menentukan. 
b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 
penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan 
manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). 
Dimana, biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati 
manfaat. Sedangkan, manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai 
lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. 
Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan dalam 
menentukan suatu keseimbangan antara manfaat dan biaya yang harus 
di keluarkan dalam menyajikan laporan keuangan. 
c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif 
Dalam prakteknya, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai 
karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya 
adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara 
berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. 
Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus 
yang berbeda merupakan suatu masalah yang membutuhkan 
pertimbangan profesional dari manajemen. 
 
2.2.4. Pemakai Laporan Keuangan  
Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 
potensial; pemilik dana qardh; pemilik dana investasi syirkah temporer; 
pemilik dana titipan; pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan 
wakaf; pengawas syariah; karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; 
pelanggan; pemerintah serta lembaga-lembaganya; dan masyarakat. 
Pemakai laporan keuangan ini membutuhkan informasi yang berbeda-
9 
 
Pengantar Akuntansi Syariah – Pendekatan Praktis 
beda. Beberapa kebutuhan informasi tersebut, menurut KDPPLKS 
meliputi: 
a. Investor 
Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat 
serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka 
membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 
membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham 
juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 
kemampuan entitas syariah dalam membayar dividen. 
b. Pemberi dana qardh 
Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang 
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat 
dibayar pada saat jatuh tempo. 
c. Pemilik dana syirkah temporer  
Pemilik dana syirkah temporer, berkepentingan dengan informasi 
keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan 
investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. 
d. Pemilik dana titipan  
Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang 
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat 
diambil setiap saat. 
e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf  
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, 
berkempentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran 
dana tersebut. 
f. Pengawas syariah  
Pengawas syariah, berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan 
pengelola entitas syariah akan prinsip syariah. 
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g. Karyawan  
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 
pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. 
Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 
untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa 
(gaji/upah), manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 
h. Pemasok dan mitra usaha lainnya  
Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 
terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha 
berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih 
pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai 
pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas 
syariah. 
i. Pelanggan  
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 
kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat 
dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas 
syariah. 
j. Pemerintah  
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 
berkepentingan dengan alokasi sumber daya, dan aktivitas yang 
dijalankan oleh entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi 
untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak 
dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 
statistik lainnya. 
k. Masyarakat  
Masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan kontribusi 
entitas syariah terhadap perekonomian nasional, termasuk jumlah orang 
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yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. 
Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 
informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 
kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya. 
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BAB III 
TRANSAKSI SYARIAH 
 
Transaksi syariah adalah transaksi-transaksi yang sesuai dengan hukum dan 
aturan Allah SWT. Untuk dapat menjadi sebuah transaksi syariah, sebuah 
transaksi haru dapat memenuhi prinsi-prinsip transaksi syariah.  
3.1.Prinsip Transaksi Syariah 
Prinsip-prinsip transaksi syariah, meliputi: a) Persaudaraan /ukhuwah; b) 
keadilan/’adalah; c) kemaslahatan/maslahah; d) keseimbangan/tawazun; e) 
universalisme/syumuliyah. Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut; 
a) Prinsip persaudaraa (ukhuwah) dalam akuntansi syariah merupakan 
suatu prinsip universal yang esensinya menata interaksi sosial dan 
harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan bersama 
dengan semangat saling tolong-menolong, yang bercirikan tidak 
adanya keuntungan di atas kerugian orang lain.  
b) Prinsip keadilan (‘adalah) yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya 
serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan 
sesuatu sesuai dengan posisinya. Pengaruh dari prinsip keadilan ini 
adalah tidak adanya unsur riba (bunga), kezaliman (merugikan diri 
sendiri, orang lain, dan lingkungan), maysir (judi), gharar 
(ketidakjelasan), dan haram dalam transaksi syariah. 
c) Prinsip kemaslahatan (mashlahah) mengandung segala bentuk 
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material 
dan spiritual, serta individual dan kolektif, yang didalam nya 
mengandung kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa 
kebaikan (Thayib) dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, 
transaksi syariah harus memenuhi semua unsur pemeliharaan terhadap: 
a) akidah, keimanan dan ketakwaan (dien); b) intelek (‘aql);                      
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c) keturunan (nasl); d)  jiwa dan keselamatan (nafs); dan e) harta benda 
(mal). 
d) Prinsip keseimbangan (tawazun), Transaksi syariah tidak hanya 
menekankan pada aspek keuntungan semata, namun juga menekankan 
pada kesimbangan aspekmaterial dan spiritual, aspek privat dan publik, 
sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta menekankan pada 
aspek pemanfaatan dan pelestarian. 
e) Prinsip Universalisme (syumuliyah), merupakan suatu prinsip transaksi 
yang menekankan pada kesamaan hak. Sehingga dalam prinsip ini, 
transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak 
yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, 
ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta ( 
rahmatan lil ‘alamin ). 
 
3.2.Karakteristik Transaksi Syariah 
Implementasi dari transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi 
syariah yaitu setiap transaksi harus memenuhi syarat dan kriteria berikut ini: 
1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan 
saling ridho 
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan 
baik (thayib)  
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, 
bukan sebagai komoditas 
4. Tidakmengandung unsur riba 
5. Tidak mengandung unsur kezaliman 
6. Tidak mengandung unsur maysir 
7. Tidak mengandung unsur gharar 
8. Tidak mengandung unsur haram 
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9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang  (time value of money), 
karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan 
resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebutsesuai dengan prinsip 
no gain without accompaying risk (al-ghunmu bil ghurni) 
10. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip yang benar dan jelas serta 
untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga 
tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu 
akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan 
(ta’alluq) dalam satu akad 
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun 
penawaran (ihtikar) 
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risyah) 
Berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut, maka transaksi syariah 
dapat berupa aktivitas bisnis yang komersial maupun aktivitas sosial yang 
bersifat non komersial. Transaksi syariah yang berupa aktivitas bisnis 
komersial, diantaranya berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual 
beli untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan 
imbalan. Sedangkan transaksi sosial non komersial dapat berupa: pemberian 
dana pinjaman/talangan (qardh), pengumpulan dan penyaluran dana sosial 
seperti zakat, infak, sedekah, shodaqoh, wakaf, dan hibah. 
3.3.Transaksi Yang Dilarang Syariah 
Dasar hukum dari semua kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali ada 
ketentuan syariah yang melarangnya. Dasar hukum dalam melakukan transaksi 
bisnis adalah Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat ke 29, yang artinya “ Hai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan 
jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Sehingga 
setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, 
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dengan tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau terzalimi. Berikut ini 
merupakan hal-hal yang termasuk dalam transaksi yang dilarang oleh syariah, 
yaitu: 
 
a. Semua aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi 
yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. 
Barang dan jasa yang diharamkan Allah meliputi babi, khamr atau 
minuman yang memabukkan, narkoba, perjudian, perzinahan, dan 
sebagainya. Walaupun ada kesepakatan dan saling rela pelaku transaksi, 
namun jika dilakukan atas objek yang diharamkan, maka akad tersebut 
akan batal atau tidak sah. 
b. Riba 
Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya pengganti atau 
penyeimbang yang dibenarkan syariah seperti jual beli, bagi hasil, sewa 
menyewa, dan transaksi lain yang mengandung unsur penyeimbang 
berupa usaha, resiko, dan biaya (antonio, 1999). 
c. Penipuan 
Penipuan adalah transaksi yang terjadi apabila salah satu pihak tidak 
mengetahui informasi yang diketahui pihak lain yang dapat terjadi dalam 
4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu 
penyerahan (Karim, 2003). 
d. Perjudian atau maisir 
Perjudian atau maisir adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau 
lebih, dengan saling mengumpulkan/menyerahkan uang/harta kekayaan 
lainnya, yang kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan 
tebak skor bola, kuis SMS, kartu, adu ketangkasan, atau media lainnya. 
Pihak yang menang dalam kegiatan ini akan berhak atas suatu hadiah yang 
dananya berasal dari kumpulan kontribusi peserta perjudian. Kemudian 
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pihak yang kalah harus merelakan uang/harta yang digunakan sebagai 
kontribusi kegiatan diambil oleh pemenang. 
e. Transaksi yang mengandung ketidakpastian/Gharar 
Gharar merupakan transaksi yang terjadi akibat adanya incomplete 
information, yang menimbulkan ketidakpastian diantara kedua belah 
pihak yang bertransaksi. Hal ini mengakibatkan adanya pihak-pihak yang 
merasa dirugikan dan berujung pada timbulnya pertikaian atau 
perselisihan diantara pihak-pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan 
transaksi dapat terjadi dalam hal kualiatas, kuantitas, harga, waktu 
penyerahan, dan akad transaksi. 
f. Penimbunan barang /ihtikar 
Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, 
kemudian menyimpannya dengan maksud mengurangi peredaran barang 
di pasar yang mengakibatkan adanya kenaikan harga. Penimbunan barang 
dilarang karena  mengdatangkan keuntungan bagi penimbun dan dapat 
merugikan orang lain dengan kelangkaan dan tingginya harga barang. 
g. Monopoli 
Monopoli adalah penguasaan oleh seorang atau sekelompok orang atas 
suatu komoditi tertentu di pasar, yang mampu mengendalikan harga pasar 
barang tersebut. Monopoli tidak diperkenankan karena merupakan 
kezaliman pihak penjual terhadap pembeli, yaitu penjual menentukan 
harga tertentu (pada umumnya tinggi), sedangkan pembeli tidak dapat 
melakukan tawar-menawar atas harga itu. Hal ini mengakibatkan unsur 
sama-sama suka diantara pihak-pihak yang bertransaksi tidak terpenuhi, 
sehingga secara syariah transaksi seperti ini di larang. 
h. Rekayasa Permintaan (Bai’an Najsy) 
Bai’an Najsy merupakan salah satu jenis penipuan (tadlis), karena 
merekayasa permintaan dengan cara mengajukan penawaran barang 
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dengan  harga tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang 
tesebut dengan harga yang tinggi. 
i. Suap 
Suap adalah suatu kegiatan memberikan sejumlah uang/barang lainnya 
kepada penguasa dengan maksud memperoleh keuntungan tertentu dari 
pihak penerimanya. Suap dilarang karena merusak sistem yang ada di 
masyarakat dan menimbulkan ketidaksamaan perlakuan dan ketidakadilan 
sosial. 
j. Penjualan bersyarat/ta’aluq 
Ta’alluq adalah ketergantungan suatu akad dengan akad lainnya. Suatu 
transaksi terjadi jika transaksi yang lain terjadi. Hal ini bertentangan 
dengan prinsip keshahihan suatu akad dalam ekonomi syariah, yaitu suatu 
akad tidak boleh ada ketergantungan atau keterkaitan dengan akad yang 
lainnya. 
k. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (bai’al inah) 
Bai' al inah is a financing facility with the underlying buy and sell 
transactions between the financier and the customer. Dengan kata lain Bai’ 
al inah adalah suatu transaksi yang disertai perjanjian bahwa pembeli akan 
menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada pihak penjual. 
Sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut  : seorang pedagang 
menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang 
telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada pembeli yang 
sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual 
pertama. 
l. Meeting tradesmen out of town (Jual beli secara talaqi al rukban) 
Talaqi al rukban, refers to a salesman who buys goods on the borderline 
of a market for a lower price then sells at the market price trying to take 
advantage of the ignorance of the buyer. Hal ini berarti bahwa Talaqi Al 
Rukban merupakan praktek perdagangan dengan  cara pedagang 
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menunggu/menjemput penjual yang akan menjual barang daganganya di 
kota/pasar sebelum mereka sampai di kota/pasar dengan tujuan 
mengelabui mereka akan harga pasar sehingga mereka bersedia menjual 
dengan harga di bawah harga pasar, sehingga pedagang dapat memperoleh 
keuntungan dari ketidaktahuan penjual tersebut. 
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BAB IV 
LAPORAN KEUANGAN 
 
Akuntansi keuangan syariah sebagai suatu proses akuntansi yang 
mengkomunikasikan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan keuangan. 
Laporan keuangan ini ditujukan bagi  stakeholder dalam pengambilan 
keputusan ekonomi. sehingga laporan keuangan harus mampu memberikan 
informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja dan posisi keuangan entitas 
syariah.  
4.1.Tujuan Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian kondisi 
perusahaan terhadap para stakeholder. Oleh karena itu  tujuan dari pembuatan 
laporan keuangan adalah: 
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi 
dan kegiatan usaha. 
b. Memberikan informasi tentang kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip 
syariah. 
c. Memberikan informasi tentang aset, kewajiban (liabilities), pendapatan 
dan beban milik entitas syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah 
menyangkut cara memperoleh dan penggunaannya. 
d. Memberikan informasi-informasi yang berguna dalam kegiatan evaluasi 
pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam 
mengaman-kan dana, dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan 
yang layak. 
e. Memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang 
diperoleh investor dan pemilik dana syirkah temporer. 
f. Memberikan informasi-informasi mengenai pemenuhan kewajiban 
(obligation), fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan 
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penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh entitas 
syariah. 
 
4.2. Komponen Laporan Keuangan 
Laporan keuangan yang wajib entitas syariah sajikan bagi stakeholder-nya, 
menurut pernyataan IAI yang termuat dalam PSAK 101 komponen laporan 
keuangan entitas syariah, meliputi: 
a. Neraca 
b. Laporan Laba Rugi 
c. Laporan Arus Kas 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 
e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan 
 
Neraca (Balance Sheet) merupakan laporan keuangan yang berisikan 
asset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas perusahaan. Laporan posisi 
keuangan perusahaan ini akan  memberikan informasi kepada stakeholder 
mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban 
(liabilities) kepada kreditur, dana syirkah temporer perusahaan, dan ekuitas 
pemilik dalam sumber daya perusahaan. Selain itu, neraca yang menyajikan 
informasi-informasi ini dengan benar dan akurat, maka akan dapat membantu 
stakeholder untuk menentukan tingkat pengembalian dan mengevaluasi 
struktur modal perusahaan, serta memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidak 
pastian arus kas di masa depan. 
Laporan Laba Rugi (Income Statement) merupakan laporan 
keuangan yang memberikan informasi kepada stakeholder tentang kinerja 
operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan yang memuat 
pendapatan dan beban perusahaan ini akan membantu investor dalam 
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menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan angka kredit 
perusahaan. Selain itu laporan laba rugi juga akan membantu investor dalam 
memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan 
Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) merupakan laporan 
keuangan yang disajikan untuk memberikan informasi kepada stakeholder 
mengenai arus kas dan ekuivalen-nya di dalam entitas syariah. Informasi-
informasi yang terkandung dalam laporan ini, yaitu informasi yang berkaitan 
dengan (1) kas yang mempengaruhi operasional perusahaan selama satu 
periode, (2) kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi, (3) kas yang 
berkaitan dengan aktivitas pembiayaan, (4) kenaikan dan penurunan bersih kas 
selama satu periode.  
Laporan Perubahan Ekuitas, adalah laporan keuangan yang 
memberikan informasi kepada stakeholder secara rinci mengenai hak-hak 
kepemilikan investor entitas syariah dalam kaitannya dengan pembayaran 
deviden atau pembayaran kembali modal. Informasi ini akan relevan bagi 
stakeholder jika laporan tersebut mengindikasikan adanya pembatasan-
pembatasan dalam pengelolaan ekuitas entitas syariah. 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, merupakan laporan 
keuangan perusahaan yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan dana 
zakat, informasi-informasi tersebut meliputi sumber dana, penggunaan dana 
selama suatu jangka waktu tertentu, kenaikan dan penurunan dana, serta saldo 
dana yang menunjukkan jumlah dana zakat yang belum disalurkan hingga 
tanggal tertentu. Laporan ini akan menunjukkan tingkat kepatuhan atau 
ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai entitas syarah 
atas sejumlah harta yang telah memenuhi nisab dan haulnya, kepada pihak-
pihak yang patut menerima zakat (mustahiq) yang sesuai dengan aturan 
syariah. 
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Laporan 
keuangan ini mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan sumber dan 
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penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu, serta saldo dana 
kebajikan yang menunjukka jumlah dana yang belum disalurkan hingga 
tanggal tertentu. Dana kebajikan tidak sama dengan zakat, dana ini merupakan 
dana-dana yang bersumber dari infak, sedekah, wakaf, denda, dan pendapatan 
non halal, serta hasil dari pengelolaannya. Dalam penerimaannya dana 
kebajikan harus diakui sebagai kewajiban (liabilities) paling likuid dari entitas 
syariah. 
Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan ini merupakan penjelasan 
nararif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan dan disajikan 
secara sistematis sesuai dengan sistematika laporan keuangan. Selain itu 
catatan ini juga mengungkapkan informasi tambahan lain, seperti komitmen 
dan kewajiban kontijensi, dan mencakup juga informasi-informasi yang harus 
disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan yang berlaku guna menghasilkan laporan keuangan secara 
wajar. Catatan atas Laporan Keuangan pada umumnya disajikan dengan urutan 
sebagai berikut: (1) mengungkapkan mengenai dasar pengukuran dan 
kebijakan akuntansi yang diterapkan; (2) memberikan informasi yang 
mendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan sistematika yang 
disajikan dalam laporan keuangan; (3) pengungkapan-pengungkapan lain yang 
diperlukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, serta 
pengungkapan-pengungkapa non keuangan lainnya. 
 
4.3. Asumsi Dasar 
Penyajian laporan keuangan yang berlaku umum memerlukan adanya asumsi-
asumsi yang digunakan sebagai landasan berpijak. Asumsi-asumsi ini akan 
memberikan dasar bagi suatu proses akuntansi. Berikut ini merupakan asumsi-
asumsi dasar dalam akuntansi keuangan syariah: 
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4.3.1. Asumsi Satuan Uang (Monetary Unit Assumption) 
Asumsi ini menyatakan bahwa data transaksi yang dapat dimasukkan 
dalam catatan-catatan akuntansi, hanyalah data yang dapat dinyatakan 
dalam satuan uang. Asumsi ini memberikan dasar bagi akuntansi untuk 
mengkuantifikasikan (mengukur) peristiwa-peristiwa ekonomi dalam 
satuan moneter. Asumsi ini memberikan batasan bagi akuntansi, yaitu 
hanya dapat mencatat transaksi-transaksi yang bersifat kuantitatif (dalam 
satuan moneter), sedangkan transaksi-transaksi yang bersifat kualitatif 
tidak dapat di catat dalam akuntansi. Dengan demikian maka laporan 
akuntansi menjadi kurang valid, sehingga untuk mengatasi kelemahan 
ini akuntansi mengharuskan adanya pengungkapan data-data kualitatif 
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder dalam 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
4.3.2. Asumsi Entitas Ekonomi (Economic Entity Assumtion) 
Economic Entity Assumtion menyatakan bahwa aktivitas entitas akan 
dibedakan dengan aktivitas pemilik dan semua entitas ekonomi lainnya. 
Asumsi ini memberikan landasan bagi akuntasi untuk memisahkan 
seluruh catatan-catatan akuntansi  aktivitas bisnis perusahaan/entitas 
ekonomi dengan catatan-pribadi dan aktivitas pemilik perusahaan. 
4.3.3. Dasar Akrual (Accrual Basic) 
Asumsi accrual basic menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa 
ekonomi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayarkan,dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta 
diungkapkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang 
bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual akan 
memberikan informasi transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan 
dan pembayaran kas, selain itu laporan keuangan juga akan memberikan 
informasi tentang kewajiban pembayaran kas di masa depan dan 
menyajikan sumber daya perusahaan yang merepresentasikan 
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penerimaan kas di masa depan. Sehingga dengan menggunakan laporan 
keuangan yang disusun berdasarkan akrual basic akan diperoleh 
informasi tentang transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang berguna 
bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
4.3.4. Dasar Kas (Cash Basic) 
Laporan keuangan syariah selain menggunakan accrual basic, juga 
menggunakan cash basic dalam penyusunan laporan keuangannya. 
Laporan keuangan yang disusun berdasarkan cash basic adalah pada 
bagian perhitungan pendapatan. Hal ini dikarenakan dalam akuntansi 
syariah prinsip pembagian hasil usaha didasarkan pada bagi hasil 
pendapatan yang berupa keuntungan bruto (gross profit) 
4.3.5. Kelangsungan Usaha (Going Concern) 
Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas 
syariah di masa depan. Hal ini berarti dalam penyusunan laporan 
keuangan yang dimaksud, tidak ada rencana dari entitas syariah untuk 
melikuidasi atau mengurangi skala usahanya secara material. Apabila 
ada rencana dari entitas syariah untuk melakukan likuidasi, maka laporan 
keuangan yang dibuat berupa laporan likuidasi dengan dasar penyusunan 
dan pengungkapan yang berbeda. 
 
4.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
Laporan keuangan entitas syariah akan mempunyai nilai guna bagi stakeholder 
apabila laporan keuangan tersebut dapat memenuhi sifat-sifat berikut:. 
4.4.1. Dapat Dipahami 
Laporan keuangan harus dapat dipahami dengan mudah oleh 
pemakainya. Pemakai laporan keuangan dalam hal ini diasumsikan telah 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan 
bisnis, akuntansi, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi 
dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian kompleksitas informasi 
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yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak boleh 
diabaikan, demi kemudahan dalam memahami laporan keuangan 
tersebut. 
4.4.2. Relevan 
Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau 
masa depan, serta mampu menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi 
mereka di masa lalu. Selain itu laporan keuangan yang relevan berarti 
juga bahwa laporan keuangan entitas syariah harus mampu memberika 
informasi yang berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan 
(confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu dengan yang lainnya. 
4.4.3. Materialitas 
Tingkat relevansi laporan keuangan dipengaruhi oleh hakikat dan 
meterialitas informasi yang dikandungnya. Materialitas informasi 
laporan keuangan tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang 
dinilaisesuai dengan situasi khusus dari kelalaian mencantumkan 
(ommission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Informasi 
dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 
dalam mencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 
ekonomi pemekai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Namun 
demikian dalam hal bagi hasil konsep meterialitas harus diabaikan. Hal 
ini dikarenakan dalam bagi hasil, dasaryang dibagi-hasilkan harus 
mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan 
pelaksanaan konsep materialitas. 
4.4.4. Keandalan (reliabel) 
Laporan keuangan memiliki kualitas yang handal apanila bebas dari 
pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 
olrh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 
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representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
diharapkan dapat disajikan. Suatu informasi mungkin relevan tetapi jika 
pada hakekatnya penyajian informasi tersebut tidak dapat dihandalkan 
atau penggunaan informasi itu dapat menyesatkan pemakai dalam 
menggambil keputusan, maka informasi tersebut tidak perlu disajikan 
dalam laporan keuangan. 
4.4.5. Penyajian Jujur 
Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus 
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan atau secara wajar dapat disajikan. Walaupun 
informasi keuangan pada umumnya susah menghindari resiko penyajian 
yang dianggap kurang jujur dari yang seharusnya digambarkan. Namun 
demikian penyajian informasi tersebut harus bukan karena faktor 
kesengajaan untuk menyesatkan, akan teteapi lebih pada kesulitan yang 
melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang 
dilaporkan, atau dalam menyusun atau dalam menerapkan ukuran dan 
tehnik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa 
tersebut. 
4.4.6. Substansi Mengungguli Bentuk 
Peristiwa  ekonomi dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan 
realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bukan hanya 
pada bentuk hukumnya. 
4.4.7. Netralitas 
Informasi harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai, dan bukan 
pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha 
untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, 
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai 
kepentingan yang berlawanan. 
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4.4.8. Pertimbangan Sehat 
Laporan keuangan disusun dengan berdasarkan pada pertimbangan sehat 
(prudence), yaitu suatu pertimbangan yang mengandung unsur kehati-
hatian pada saat melakukan perkiraanatas ketidakpastian peristiwa 
ekonomi. Hal ini dimaksudkan disaat menghadapi suatu ketidakpastian 
peristiwa ekonomi laporan keuangan disusun dengan pertimbangan 
sehat, sehingga asset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan 
kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalau rendah, yang 
mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak 
memiliki kualitas yang handal. 
4.4.9. Kelengkapan 
Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap dalam 
batasan  materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 
mengungkapkan (omission) akan mengakibatkan informasi menjadi 
tidak benar dan menyesatkan sehingga tidak dapat dihandalkan dan 
mengurangi relevansi laporan keuangan tersebut. 
4.4.10. Dapat Dibandingkan 
Laporan keuangan entitas syariah harus dapat diperbandingkan, baik 
dalam perbandingan antar periode dalam entitas syariah, maupun dalam 
perbandingan laporan keuangan antar entitas syariah. Perbandingan 
laporan keuangan entitas syariah antar periode digunakan untuk 
mengetahui kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan entitas 
syariah. Perbandingan laporan keuangan antar entitas syariah, digunakan 
untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan secara relatif entitas syariah. Oleh karena itu, konsistensi 
dalam pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa lain yang 
serupa harus dipertahankan, baik antar periode dalam entitas syariah 
yang sama atau berbeda, maupun dengan entitas lainnya.  
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Implikasi dari karakteristik ini yaitu entitas syariah harus memberikan 
informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan 
laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut 
kepada pemakai laporan keuangan, termasuk didalamnya ketaatan terhadap 
standar keuangan entitas syariah yang berlaku. Selain itu agar pemakai laporan 
keuangan entitas syariah dapat membandingkan posisi keuangan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah harus 
menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laoran keuangan. 
 
4.5. Unsur-Unsur Laporan Keuangan 
Sesuai dengan karekteristik kualitatif laporan keuangan, maka laporan 
keuangan entitas syariah antara lain meliputi: 
4.5.1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan 
komersial entitas syariah, meliputi : Laporan Posisi Keuangan/Neraca 
(balance sheet), laporan laba rugi (income statement), laporan arus kas 
(cash flow statement), dan laporan perubahan ekuitas. 
a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca (Balance Sheet) 
Laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi keuangan 
entitas syariah adalah neraca yang terdiri dari asset, kewajiban 
(liabilities), dana syirkah temporer, dan ekuitas. Pos-pos ini dapat 
didefinisikan sebagai berikut: 
1) Aset, merupakan sumber daya yang dikuasai dan atau dikendalikan 
oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, atau 
diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi entitas syariah 
di masa depan. 
2) Kewajiban, merupakan hutang entitas syariah masa kini yang 
timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya 
berupa pengorbanan manfaat ekonomi dari sumber daya entitas 
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syariah yang mungkin mengandung manfaat ekonomi di masa 
depan. 
3) Dana syirkah temporer, adalah dana yang diterima entitas syariah 
dari individu maupun pihak lainnya sebagai investasi dalam jangka 
waktu tertentu, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk 
mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian 
bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Kerugian dalam pengelolaan 
dana syirkah temporer tidak perlu di kembalikan apabila tidak 
disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. 
4) Ekuitas, merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah 
dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Dalam 
sebuah entitas bisnis, ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan. 
b. Kinerja Entitas Syariah 
Laporan keuangan yang digunakan untuk megukur kinerja entitas 
syariah adalah laporan laba rugi dengan unsur yang berkaitan langsung 
berupa pendapatan (income) dan beban (expense). Unsur-unsur tersebut 
dapat di definisikan sebagai berikut: 
1) Pendapatan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 
suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan 
aset,  atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan 
ekuitas yang tidak berasal kontribusi dari penanam modal. 
2) Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 
periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan nilai 
aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan 
ekuitas yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemegang 
saham. 
4.5.2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil 
Hak pihak ketiga atas bagi hasil entitas syariah dapat diketahui dari 
laporan dana  syirkah  temporer entitas syariah. Bagi hasil dana syirkah 
  
32 
 
Pengantar Akuntansi Syariah – Pendekatan Praktis 
temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan 
kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu  periode 
laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa 
dikelompokan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika 
rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi 
keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang 
dilakukan bersama dengan entitas syariah. 
4.5.3. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial 
entitas syariah adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan 
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 
4.5.4. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan 
dan tanggung jawab khusus entitas syariah. 
 
4.6. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 
Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos atau akun 
yang memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan entitas syariah. 
4.6.1. Pengakuan Asset 
Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan entitas syariah akan 
memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan aset tersebut 
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Namun asset 
tidak dapat diakui dalam neraca kalau kepastian dari manfaat ekonomi 
yang diterima entitas syariah di masa depan tidak dapat dipastikan, 
walaupun pengeluaran atas asset tersebut telah terjadi. Dengan demikian 
sebagai alternatif, transaksi seperti ini akan diakui sebagai beban dalam 
laporan laba rugi. 
4.6.2. Pengakuan Kewajiban 
Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa 
pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan 
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dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan 
jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 
4.6.3. Pengakuan Dana Syirkah Temporer 
Pengakuan dana syirkah  temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan 
jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang 
diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat 
ekonomi  dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 
Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari 
investasinya. 
4.6.4. Pengakuan Pendapatan 
Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat 
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau 
penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini 
berarti pengakuan pendapatan, terjadi bersamaan dengan pengakuan 
kenaikan aset atau penurunan kewajiban. 
4.6.5. Pengakuan Beban 
Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi 
masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan 
kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti 
pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan 
kewajiban atau penurunan asset (misalnya, akrual hak karyawan atau 
penyusutan aset tetap). 
 
4.7. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 
Pengukuran merupakan proses penetapan sejumlah uang  yang diakui dan 
dimasukkan ke dalam setiap unsur laporan kauangan. Proses ini menyangkut 
pula masalah pemilihan dasar tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang 
berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan 
keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: 
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4.7.1. Biaya historis (historical cost). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas 
(atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan 
(consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat 
perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai 
penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu 
(misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang 
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam 
pelaksanaan usaha yang normal.  
4.7.2. Biaya kini (current cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara 
kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset 
diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan  dalam jumlah kas (atau setara 
kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan 
diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.  
4.7.3. Nilai realisasi/penyelesaian (realiable/settlement value). Aset 
dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh 
sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). 
Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau 
setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan 
untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. 
 
4.8. Tantangan Dan Hambatan Akuntasi Keuangan Syariah 
Tantangan dan hambatan yang dihadapi akuntansi keuangan syariah dalam 
menyajikan laporan keuangan entitas syariah yang relevan dan handal adalah 
sebagai berikut: 
4.8.1. Tepat Waktu 
Laporan keuangan sebagai sebagai sarana untuk menyediakan informasi 
keuangan perusahaan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan 
ekonomi menuntut adanya ketepatan waktu. Akan tetapi untuk 
menyediakan informasi yang tepat waktu, seringkali perlu melaporkan 
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sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, 
sehingga mengurangi kehandalan informasi dalam laporan keuangan. 
Namun apabila laporan keuangan ditunda sampai seluruh aspek diketahui 
, informasi yang disajikan mungkin sangat handal akan tetapi tidak tepat 
waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oleh 
karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan kehandalan 
laporan keuangan, maka manajemen perlu menyeimbangkan manfaat 
relatif antara pelaporan tepat waktu dan kehandalan informasi, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan pengambil keputusan. 
4.8.2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 
Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 
penyusunannya. Akan tetapi secara substasi evaluasi biaya dan manfaat 
merupakan suatu proses pertimbangan (judgement process). Dimana biaya 
tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat dan manfaat 
mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain yang bukan merupakan tujuan 
penyampaian informasi. Sehingga dengan kondisi demikian, sulit untuk 
mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus-kasus tertentu, yang pada 
akhirnya diselesaikan melalui pertimbangan profesional (profesional 
judgment) berdasarkan pada tujuan laporan keuangan. 
4.8.3. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif 
Keseimbangan (trade off) dalam berbagai karakteristik kuaitatif laporan 
keuangan sering diperlukan. Hal ini diperlukan agar laporan keuangan 
mampu menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi berbagai 
pemakai dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Tujuan dari 
trade off  pada umumnya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan 
yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan 
keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik kualitatif 
laporan keuangan, dalam aplikasinya merupakan hasil dari pertimbangan 
profesional dari penyusun laporan keuangan. Sehingga dari berbagai 
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karakteristik kualitatif dan standar akuntansi keuangan yang sesuai, dapat 
menggambarkan suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan 
dengan wajar laporan keuangan entitas syariah. 
4.8.4. Standar Ganda 
Perusahaan pada umumnya telah mengunakan SAK konvensional 
sebelum SAK syariah diterbitkan. Penerapan standar yang berbeda dari 
praktik yang sedang berjalan selalu menimbulkan resistensi yang 
terkadang rumit dan costly. 
4.8.5. Dasar Pengukuran 
Dasar pengukuran dalam akuntansi keuangan syariah adalah nilai bersih 
sekarang (Net Present Value/NPV). Sedangkan dasar pengukuran 
akuntansi secara umum adalah nilai wajar dan pricing policy tidak 
diperkenankan, karena secara melekat formulanya menggunakan 
parameter bunga. Padahal sampai saat ini formula alternatif pengganti 
formula lama belum ada. Sehingga dalam pengukuran nilai realisasi bersih 
hanya didasarkan pada regulasi yang ada. 
4.8.6. Penerapan standar keuangan yang baru mungkin akan mengubah 
kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
Penggunaan standar akuntansi yang baru menimbulkan ketakutan dari 
pihak manajemen perusahaan bahwa hal itu akan mengubah kinerja 
perusahaan. Ketakutan ini mengakibatkan manajemen perusahaan enggan 
untuk menggunakan standar akuntansi syariah, sebab perubahan kinerja 
perusahaan akan memngakibatkan banyaknya biaya (cost) yang harus di 
keluarkan oleh perusahaan guna menyesuaikan dengan standar akuntansi 
keuangan yang baru. 
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4.8.7. Penerapan kaidah bagi hasil menuntut pemahaman dan 
penerapan sistem akuntansi yang benar dengan operasionalisasi yang 
relatif rumit. 
Akuntansi syariah yang melarang pnggunaan riba, seperti bunga, dan 
menggantinya dengan sistem bagi hasil, memerlukan ilmu dan 
pemahaman baru yang lebih rumit implementasiannya dibandingkan 
dengan penggunaan sistem bunga pada akuntansi konvensional. 
Pemahaman akuntan yang kurang memadai dari sistem bagi hasil, 
menyebabkan akuntan, sebagai pihak penyusun laporan keuangan, enggan 
untuk menggunakan akuntansi syariah. 
4.8.8. Transaksi syariah menyatukan aturan dan etika dalam akadnya 
yang mengharuskan adanya pemahaman dari kedua belah pihak 
Akuntansi syariah mengharuskan kedua belah pihak yang bertransaksi 
untuk mengerti dan memahami akad dalam yang akan dilakukannya. 
Sebab tanpa adanya pemahaman dari kedua belah pihak, maka transaksi 
akan batal atas nama syariah. Tutntutan untuk adanya pemahaman dari 
kedua belah pihak ini, menurut manajemen akan menghambat transaksi 
perekonomian, yang pada akhirnya akan mengurangi omset dan laba 
perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan manajemen enggan untuk 
menerapkan akuntansi syariah di perusahaannya. 
4.8.9. Penerapan prinsip akuntansi syariah masih relatif rumit, karena 
adanya perbedaan pendapat dari sudut syar’i. 
Aturan syariah yang cenderung fleksibel, menyebabkan adanya perbedaan 
akad yang suatu jenis transaksi yang sama. Hal ini disebabkan adanya 
pemahaman yang berbeda-beda dari masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi syariah, berdasarkan pada pemahaman dan 
keilmuannya. Dengan adanya perbedaan ini, maka dapat menyebabkan 
terjadinya inkonsistensi dalam pencatatan akuntansi syariah. Hal ini 
mengakibatkan stage holder mengalami kesulitan dalam memahami 
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laporan keuangan, yang berakibat pada penurunan daya saing perusahaan. 
Hal inilah yang menyebabkan manajemen enggan untuk menerapkan 
akuntansi syariah di perusahaannya. 
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BAB V 
PERUSAHAAN JASA 
(IJARAH) 
 
Perusahaan jasa merupakan suatu organisasi yang menggunakan 
sumber daya yang dimilikinya guna menyediakan jasa bagi pelanggannya. 
Contoh-contoh usaha jasa yang ada di masyarakat adalah salon kecantikan, 
bengkel, rental mobil, dan sebagainya. Dalam ekonomi syariah akad yang bisa 
di pakai dalam usaha jasa adalah akad ijarah. 
Ijarah merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat (penjualan 
manfaat/nilai guna), yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang.  Sewa yang dimaksud dengan ijarah adalah 
sewa operasi (Operating Lease). Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk 
menyediakan aset yang dapat digunakan atau diambil manfaatnya selama 
periode akad, dengan memberikan hak berupa upah sewa (ujroh). Apabila 
selama masa penyewaan atau selama periode akad, aset yang disewakan 
mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka 
pemberi sewa wajib menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad 
atau menggantinya dengan aset sejenis. Sebaliknya, jika kerusakan aset 
disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa waijb mengganti atau 
memperbaikinya selama periode akad tanpa adanya penambahan masa sewa. 
Hukum islam (syara’) membagi ijarah dalam dua jenis, yaitu ijarah 
yang berhubungan dengan sewa jasa dan ijarah yang berhubungan dengan 
sewa aset. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu berupa 
memperkerjakan seseorang dengan upah sebgai imbalan atas jasa yang disewa. 
Sedangkan ijarah yang berhubungan dengan sewa aset, yaitu berupa 
pemindahan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang 
lain dengan biaya sewa sebagai imbalannya. 
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PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 107 tentang 
Ijarah,  membagi akad ijarah menjadi dua, yaitu: (1) Ijarah tanpa pemindahan 
kepemilikan aset, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu 
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Ijarah jenis inilah yang umumnya 
disebut dengan “ijarah”  (2) Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT), adalah  
ijarah dengan wa’ad (janji) perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan 
pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan pada IMBT dilakukan saat 
seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek ijarah telah 
dikembalikan kepada pemilik. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan aset 
dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah 
sebelumnya. Akad yang dapat dilakukan untuk memindahkan kepemilikan 
aset adalah hibah, penjualan sebelum akhir masa akad, penjualan setelah akhir 
masa akad, dan penjualan bertahap. 
 
5.1. Dasar Hukum Ijarah 
Ijarah sebagai suatu transaksi yang bersifat tolong menolong mempunyai 
landasan yang kuat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Konsep Ijarah mulai 
dikembangkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab dengan melarang 
pemberian/pembagian atas tanah taklukan, dan menggantinya dengan 
membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj atau jizyah. Berikut 
ini merupakan dasar hukum dari ijarah, yaitu: 
5.1.1. Al-Qur’an 
a. Surat Al-Zukruf ayat 32, yang artinya “Apakah mereka yang membagi-
bagikan rahmat Tuhanmu?”. Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas sebagaian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagaian yang 
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lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka 
kumpulkan . 
b. Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya “Dan jika kamu ingin anakmu 
disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada 
Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. 
c. Surat al-Qashash ayat 26, yang artinya “Salah seorang dari kedua 
wanita itu berkata : Hai ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja 
pada (kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya. 
5.1.2. Al-Hadist 
a. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad 
SAW, bersabada yang artinya “Berikanlah upah pekerja sebelum 
keringatnya kering.” 
b. Hadis riwayat Abd.Razaq  dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad 
SAW, bersabada yang artinya “Barangsiapa yang mempekerjakan 
pekerja, beritahukanlah upahnya.” 
c. Hadis riwayat Abu Dawud  dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi 
Muhammad SAW, bersabada yang artinya “Kami pernah menyewakan 
tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang 
kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami 
menyewakannya dengan emas atau perak.” 
5.1.3. Ijma’ Ulama  
Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa yang 
berdasarkan pada kaidah fiqih “Pada dasarnya semua bentuk muamalah 
adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
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5.2. Rukun Ijarah 
Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan 
(transaksi). Demikian juga dalam ijarah terdapat beberapa rukun yang harus 
dipenuhi untuk sahnya transaksi ijarah. Rukun-rukun ijarah adalah sebagai 
berikut: 
1. Pelaku akad , yaitu penyewa (mustajir) adalah pihak yang menyewa aset  
dan pemilik (mu’jir/muajir) adalah pihak yang memiliki dan menyewakan 
aset. 
2. Objek akad, yaitu aset yang disewakan (ma’jur) dan harga sewa (ujrah) 
3. Sighat yaitu proses transaksi (ijab dan kabul) 
 
5.3. Syarat Umum Ijarah 
Berdasarkan pada syariat islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 
untuk melakukan transaksi ijarah secara sah. Syara-syarat yang harus dipenuhi 
tersebut adalah: 
1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus 
khusus/tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 
2. Kepemilikan aset tetap pada pihak yang menyewakan dan bertanggung 
jawab atas pemeliharaannya, sehingga aset tersebut dapat memberi 
manfaat kepada penyewa. 
3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset tersebut berhenti memberikan 
manfaat kepada penyewa. Kerusakan aset selama masa kontrak tidak akan 
membatalkan atau mengurangi masa ijarah. 
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga ditetapkan sebelum 
kontrak berakhir. Jika aset akan dijual, harganya harus ditentukan pada 
saat kontrak telah berakhir. 
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5.4. Syarat Objek Ijarah 
Selain syarat mengenai akad ijarah, terdapat pula syarat objek yang akan 
disewakan (DSN, 2001) yaitu; 
1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa 
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak 
3. Pemenuhan manfaat harus yang diperbolehkan oleh syariat 
4. Kesanggupan pemenuhan manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah 
5. Manfaat haruss dapat diidentifikasi secara spesifik, untuk menghindari 
jahalah (ketidaktahuan) yang akan menimbulkan sengketa 
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. 
7. Sewa dan upah harus dinyatakan dengan jelas. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah 
8. Pembayaran sewa boleh berupa jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 
dengan obyek kontrak 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam 
ukuran, waktu, tempat, dan jarak. 
 
5.5. Berakhirnya Akad Ijarah 
Akad ijarah akan berakhir dengan kondisi sebagai berikut: 
1. Adanya kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa untuk 
menghentikan akad ijarah, walaupun periode akad belum selesai 
2. Terjadi kerusakan aset yang tidak bisa diperbaiki atau digatikan dengan 
aset yang lain 
3. Penyewa tidak dapat membayar sewa 
4. Salah astu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan 
menerusakan akad ijarah 
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5. Berakhirnya periode akad ijarah. Namun dalam kasus tertentu walaupun 
periode akad telah selesai, kontrak masih dapat berlaku, misalnya 
keterlambatan masa panen dalam menyewakan lahan pertanian. 
 
5.6. Perlakuan Akuntansi Ijarah 
5.6.1. Akuntansi untuk pemberi sewa (mu’jir)  
Berikut ini merupakan perlakuan akuntansi yang dapat dilakukan oleh pemilik 
aset atau pemberi sewa (mu’jir) untuk mencatat transaksi-transaksi bisnis yang 
berhubungan dengan ijarah; 
5.6.1.1.  Biaya Perolehan  
Objek ijarah baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud diakui 
sebesar biaya perolehannya. 
Jurnal untuk mencatat biaya perolehan  
 
5.6.1.2.  Penyusutan 
Aset ijarah dapat disusutkan/diamortisasi dengan perlakuan yang sama 
untuk amortisasi aset sejenis selama umur ekonomisnya (kebijakan pemilik 
aset), atau sesuai dengan masa sewa aset, untuk IMBT. 
Jurnal untuk mencatat penyusutan aset 
 
5.6.1.3.  Pendapatan Sewa 
Pendapatan diakui saat manfaat atas aset telh diserahkan kepada 
penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan, tetapi uang sewa 
belum diterima, maka diakui sebagai piutang pendapatan sewa sebesar nilai 
yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. 
Jurnal untuk mencatat pendapatan  sewa 
Dr. Aset Ijarah   xxx 
 Cr. Kas/Piutang    xxx 
Dr. Beban Penyusutan   xxx 
 Cr. Akumulasi Penyusutan    xxx 
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5.6.1.4.  Biaya perbaikan objek ijarah 
Biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik, tetapi pengeluarannya dapat 
dlakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa dengan 
persetujuan pemilik. Perlakuan akuntansi untuk biaya perbaikan terbagi 
menjadi :  
a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh pemilik aset, maka biaya 
perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 
Jurnal: 
 
 
b. Jika perbaikan rutin yang dilakukan penyewa dengan persetujuan 
pemilik, maka biaya perbaikan diakui sebagai beban pemilik pada saat 
terjadinya. 
Jurnal: 
 
c. Jika perbaikan tidak rutin yang dilakukan penyewa dengan persetujuan 
pemilik ataupun oleh pemilik aset, maka biaya perbaikan diakui 
sebagai beban pemilik pada saat terjadinya. 
Jurnal: 
 
d. Jika ijarah yang dipakai berupa ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) 
melalui penjualan secara bertahap  
Dr. Kas / Piutang Pendapatan Sewa xxx 
 Cr. Pendapatan Sewa    xxx 
Dr. Beban Perbaikan Aset      xxx 
 Cr. Kas  / Utang Perbaikan Aset / Perlengkapan   
 xxx 
Dr. Beban Perbaikan Aset   xxx 
 Cr. Utang Perbaikan Aset    xxx 
Dr. Beban Perbaikan aset    xxx 
 Cr. Kas / Utang Perbaikan Aset    xxx 
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Biaya perbaikan objek ijarah ditanggungpemilik maupun penyewa 
sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. 
Jurnal: 
 
5.6.1.5.  Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit 
Tamlik (IMBT) 
Ijarah IMBT, harus memiliki akad yang terpisah antara akad Ijarah 
dengan Akad Penjualan. Sebelum barang yang diijarahkan dijual kepada 
penyewa, akad sewa (ijarah) harus sudah berakhir. Sehingga dalam akad 
IMBT, sebelum barang kepada penyewa, barang tersebut sudah kembali 
menjadi hak pemilik. Perpindahan kepemilikan objek IMBT terbagi menjadi 4 
(empat) dengan perlakuan akuntansi yang berbeda-beda tergantung pada akad 
yang dipakai. Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat 
penjualan aset ijarah diakui sebagai beban, keuntungan/kerugian pada periode 
berjalan. Keuntungan/kerugian yang timbul dari penjualan aset ijarah tidak  
dapat diakui sebagai pengurang/penambah dari beban ijarah. 
5.6.1.6.  Hibah 
Jika akad yang dipakai untuk memindahkan kepemilikan aset adalah hibah, 
maka jumlah yang tercatat  pada objek (nilai buku) diakui sebagai beban 
Jurnal: 
 
5.6.1.7.  Penjualan sebelum berakhirnya masa akad 
Harga jual objek ijarah adalah sebesar sisa pembayaran sewa atau sebesar 
jumlah yang telah disepakati, maka selisih antara harga jual dengan jumlah 
tercatat (nilai buku) objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian 
penjualan 
Dr. Beban Perbaikan Aset      xxx 
 Cr. Kas  / Utang Perbaikan Aset / Perlengkapan   
 xxx 
Dr. Beban Pelepasan Aset Ijarah  xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx 
 Cr. Aset Ijarah    xxx 
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Jurnal: 
 
 
5.6.1.8.  Penjualan setelah berakhirnya masa akad 
Harga jual objek ijarah adalah sebesar jumlah yang telah disepakati, maka 
selisih antara harga jual dengan jumlah tercatat (nilai buku) objek ijarah diakui 
sebagai keuntungan atau kerugian penjualan 
Jurnal: 
 
 
5.6.1.9.  Penjualan objek ijarah secara bertahap 
Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat (nilai buku)  sebagian objek ijarah 
yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan. 
Jurnal: 
Dr. Kas  xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx 
Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah )* xxx 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah )** xxx 
 Cr. Aset Ijarah     xxx 
_________ 
)*   Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual 
)** Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual 
Dr. Kas  xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx 
Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah )* xxx 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah )** xxx 
 Cr. Aset Ijarah     xxx 
_________ 
)*   Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual 
)** Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual 
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Bagian objek ijarah yang tidak dibeli oleh penyewa diakui sebagai aktiva 
lancar atau aktiva tidak lancar, tergantung pada tujuan penggunaan aset 
tersebut. 
 
Jurnal: 
 
 
5.6.1.10.  Penyajian Dalam Laporan Keuangan 
Pendapatan ijarah disajikan secara netto setelah dikurangi dengan beban yang 
terkait, seperti beban penyusutan, beban perbaikan, beban perawatan, dan 
sebagainya. 
5.6.1.11.  Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan 
Pemilik aset mengungkapkan transaksi yang terkait dengan Ijarah dan 
Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) dalam laporan keuangan meliputi, tetapi 
tidak terbatas pada: 
1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan meliputi tetapi tidak terbatas 
pada: 
a. Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme 
yang digunakan (jika ada wa’ad) 
b. Pembatasa-pembatasan yang ada 
c. Agunan yang digunakan (jika ada) 
Dr. Kas  xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx 
Dr. Kerugian Penjualan Aset Ijarah )* xxx 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Ijarah )** xxx 
 Cr. Aset Ijarah     xxx 
_________ 
)*   Kerugian jika Nilai Buku Lebih Besar dari Harga Jual 
)** Keuntungan jika Nilai Buku Lebih Kecil dari Harga Jual 
Dr. Aset Lancar/Tidak Lancar   xxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah xxx 
 Cr. Aset Ijarah    xxx 
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2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset 
ijarah; dan 
3) Kebaradaan transaksi jual dan ijarah (jika ada) 
 
5.6.2. Akuntansi Untuk Penyewa (Musta’jir) 
5.6.2.1. Beban Sewa 
Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah 
diterima. Pengakuan beban sewa sebesar jumlah yang harus dibayar atas 
manfaat yang telah diterima. 
Jurnal pencatatan: 
 
 Jika sewa lebih dari satu periode 
 
 Pada saat pemakaian sewa dibayar dimuka 
 
 
5.6.2.2. Biaya Pemeliharaan Objek Ijarah 
Biaya pemeliharaan menjadi tenggungan penyewa sesuai dengan akad 
yang telah disepakati dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 
Sedangkan dala Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) melalui penjualan secara 
bertahap, biaya pemeliharaan yang menjadi beban penyewa akan menigkat 
sejalan dengan peningkatan kepemilikan atas objek ijarah. 
Jurnal: 
 
Dr. Beban Sewa     xxx 
 Cr. Kas / Utang Sewa   xxx 
Dr. Sewa Dibayar Dimuka    xxx 
 Cr. Kas / Utang Sewa   xxx 
Dr. Beban Sewa     xxx 
 Cr. Sewa Dibayar Dimuka   xxx 
Dr. Beban Pemeliharaan Ijarah   xxx 
 Cr. Kas / Utang Pemeliharaan Ijarah/Perlengkapan  
  xxx 
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Jika biaya pemeliharaan merupakan tanggungan pemilik, tetapi 
dibayarkan/ditanggung terlebih dahulu oleh penyewa dengan persetujuan 
pemilik, diakui sebagai piutang. 
Jurnal: 
 
5.6.2.3. Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik 
(IMBT) 
Perpindahan kepemilikan objek IMBT terbagi dalam beberapa cara: 
a. Hibah 
Apabila perpindahan kepemilikan aset dilakukan dengan cara hibah, maka 
penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang 
diterima. 
Jurnal: 
 
b. Pembelian Sebelum Berakhirnya Masa Akad 
Apabila perpindahan kepemilikan objek ijarah dilakukan melalui pembelian 
sebelum berakhirnya masa ijarah, maka penyewa mengakui aset sebesar 
pembayaran sewa terakhir atau jumlah yang telah disepakati. 
Jurnal: 
 
c. Pembelian Setelah Berakhirnya Masa Akad 
Apabila perpindahan kepemilikan objek ijarah dilakukan melalui pembelian 
setelah berakhirnya masa ijarah, maka penyewa mengakui aset sebesar 
pembayaran yang telah disepakati. 
 
Dr. Piutang Pemeliharaan Ijarah   xxx 
 Cr. Kas / Utang Pemeliharaan Ijarah/Perlengkapan  
 xxx 
Dr. Aset Ijarah      xxx 
 Cr. Keuntungan/Pendapatan lainnya  xxx 
Dr. Aset Ijarah     xxx 
 Cr. Kas     xxx 
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Jurnal: 
 
d. Pembelian Secara Bertahap 
Apabila perpindahan kepemilikan objek ijarah dilakukan melalui pembelian 
secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek 
ijarah yang telah diterima. 
Jurnal: 
 
5.6.2.4. Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan 
Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan 
ijarah muntahiyah bit tamlik, tetapi tidak terbatas, pada: 
a. penjelasan umum isi akad yang signifikan berikut, tetapi tidak terbatas 
pada: 
a) total pembayaran; 
b) keberadaan wa’ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan 
mekanisme yang digunakan (jika ada  wa’ad pemilik untuk 
pengalihan kepemilikan); 
c) pembatasan-pembatasan ijarah; 
d) agunan  yang digunakan (jika ada); 
b. keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian 
yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah). 
Dr. Aset Ijarah     xxx 
 Cr. Kas     xxx 
Dr. Aset Ijarah     xxx 
 Cr. Kas     xxx 
 Cr. Utang     xxx 
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BAB VI 
TRANSAKSI DAN JURNAL IJARAH 
 
PT. HISYA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan mobil. 
Selama operasional perusahaah, PT. HISYA melukukan kegiatan-kegiatan 
ekonomi yang dapaat diilustrasikan sebagai berikut: 
6.1.  Biaya Perolehan Objek Ijarah 
PT. HISYA  membeli 4 unit mobil Avanza dan 1 mobil Xenia untuk 
disewakan dari PD. Syarifah masing-masing mobil memiliki harga 
perolehan Rp. 200.000.000,- secara tunai. Mobil-mobil itu diperkirakan 
memiliki umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa Rp. 20.000.000. 
Jurnal 
 
6.2.  Pendapatan Sewa Ijarah 
PT. HISYA  menyewakan mobil Avanza kepada Ny. Ayu dengan akad Ijarah 
selama 1 bulan sebasar Rp. 10.000.000,- dan diberi uang muka Rp. 3.000.000,- 
 
 Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT) 
PT. HISYA menyewakan mobil Xenia kepada Ny. Hindun dengan akad Ijarah 
Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT) selama 3 tahun. Dalam akad disepakati bahwa 
pembayaran sewa dilakukan setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- . 
 
 
 
Dr. Aset Ijarah - Avanza 800.000.000 
Dr. Aset Ijarah - Xenia 200.000.000 
 Cr. Kas   1.000.000.000 
Dr. Kas     3.000.000 
Dr. Piutang Pendapatan Sewa 7.000.000 
 Cr. Pendapatan Sewa  10.000.000 
Dr. Kas     7.000.000 
 Cr. Pendapatan Sewa   7.000.000 
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6.3.  Biaya Perbaikan 
a. Dilakukan oleh pemilik aset 
PT. HISYA melakukan perawatan rutin atas 4 mobil avanza perusahaan 
dengan biaya masing-masing Rp. 1.000.000,- 
 
b. Dilakukan penyewa atas persetujuan pemilik 
Ny. Ayu pada saat mengembalikan mobil yang disewa, memberitahukan 
kepada perusahaan bahwa terjadi penggantian kabel rem dengan biaya Rp. 
1.000.000,-. Sesuai dengan kesepakatan dalam akad ijarah, biaya perbaikan 
ditaggung oleh pemilik aset. 
Jurnal untuk perbaikan: 
 
Seingga jurnal saat pelunasan biaya sewa 
 
c. Biaya perbaikan dalam Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) 
bertahap 
Ny. Hindun  pada akhir bulan ke-6 masa akad memberitahukan bahwa mobil 
mengalami permasalahan pada bagian pengapiannya sehingga perlu diganti 
dengan biaya Rp. 4.900.000 
 
Dr. Beban Perbaikan Aset  4.000.000 
 Cr. Perlengkapan    4.000.000 
Dr. Beban Perbaikan Aset  1.000.000 
 Cr. Utang Perbaikan Aset   1.000.000 
Dr. Kas    6.000.000 
Dr. Utang Perbaikan Aset  1.000.000 
    Cr. Piutang Pendapatan Sewa  7.000.000 
Masa Akad IMBT : 3 Tahun = 36 Bulan 
Bulan perbaikan : 6 
Persentase kepemilikan  = pemilik aset : penyewa   
    = 36 : 6 
    = 6 : 1 
Biaya yang ditanggung pemilik aset =  
𝟔
𝟕
× 𝟒. 𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
       = 4.200.000 
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Jurnal perbaikan aset: 
 
Sehingga jurnal saat pembayaran sewa awal bulan ke-7: 
 
6.4.  Penyusutan 
a. Penyusutan untuk aset ijarah 
Pada akhir periode berjalan PT. HISYA menyusutkan 4 mobil Avanza 
dengan besar: 
 
 
b. Penyusustan Untuk Aset Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT) 
PT. HISYA pada akhir periode berjalan menyusutkan mobil Xenia yang 
disewakan selama 3 tahun kepada Ny. Hindun dengan akad ijarah 
Mutahiyah Bit Tamlik (IMBT).  
 
 
 
 
 
Dr. Beban Perbaikan Aset  4.200.000 
 Cr. Utang Perbaikan Aset  4.200.000 
Dr. Kas    2.800.000 
Dr. Utang Perbaikan Aset  4.200.000 
 Cr. Pendapatan Sewa  7.000.000 
Penyusutan = 
𝑯𝑷−𝑵𝑺
𝑼𝑬
=  
(𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟒)−(𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟒)
𝟔
=  
𝟕𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
𝟔
 
= 𝟏𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎  
Dr. Beban Penyusutan  120.000.000 
 Cr. Akumulasi Penyusutan   120.000.000 
Penyusutan = 
𝑯𝑷−𝑵𝑺
𝑼𝑬
=  
𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
𝟑
=  
𝟏𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
𝟑
= 𝟔𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
Dr. Beban Penyusutan  60.000.000 
 Cr. Akumulasi Penyusutan   60.000.000 
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6.5.  Perpindahan kepemilikan objek Ijarah Muntahiya Bit Tamlik 
(IMBT) 
a. Hibah 
Sesuai dengan kesepakatan pada saat akad IMBT dibuat, bahwa Pada akhir 
masa akad pemilik akan menghibahkan mobil Xenia kepada Ny. Hindun.  
Jurnal: 
 
b. Penjualan sebelum berakhirnya masa akad 
Pada akhir masa akad IMBT tahun ke-2, PT. HISYA dan Ny. Hindun membuat 
kesepakatan bahwa akad sewa berakhir dan PT. HISYA menjual aset yang 
disewakan (mobil Xenia)  kepada Ny. Hindun dengan harga jual sebesar sisa 
pembayaran sewa pada akad IMBT.  
 
 
Dr. Beban Pelepasan Aset Ijarah   20.000.000 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah 180.000.000 
 Cr. Aset Ijarah  200.000.000 
__________ 
Perhitungan: 
Akumulasi Penyusutan  = beban penyusutan x masa akad 
   = 60.000.000 x 3 
   = 180.00.000 
Nilai Buku  = Harga Perolehan – Akumulasi Peny. Aset Ijarah 
  = 200.000.000 – 180.000.000 
  = 20.000.000 
*) Dalam akad IMBT jika pada akhir periode akad, barang dihibahkan kepada penyewa, 
maka nilai buku yang masih tersisa diakui sebagai beban 
Dr. Kas    84.000.000 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset Ijarah 120.000.000 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Ijarah      4.000.000 
 Cr. Aset Ijarah 200.000.000 
_________ 
Perhitungan: 
Harga Jual  = 12 x 7.000.000   = 84.000.000 
Harga Perolehan   = 200.000.000 
Akumulasi Penyusutan: 2 x 60.000.000 = 120.000.000 –  
Nilai Buku    =     80.000.000 – 
Keuntungan Penjaulan Aset Ijarah =    4.000.000 
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c. Penjualan setelah berakhirnya masa akad 
Setelah akad ijarah selesai, PT. HISYA menjual aset ijarah kepada Ny. Hindun 
seharga Rp. 25.000.000 dibayar tunai 
 
d. Penjualan objek ijarah secara bertahap 
Pada saat terjadi akad IMBT pemilik sewa juga melakukan akad jual beli 
dengan penyewa secara bertahap. Sehingga uang sewa yang dibayarkan 
kepada pemilik juga dianggap sebagai uang pembayaran atas pembelian aset 
yang disewa. 
Jurnal saat pembayaran Sewa terakhir 
 
e. Penyerahan barang kepada Penyewa/Pembeli 
Setelah pembayaran sewa terakhir di lakukan oleh penyewa objek ijarah 
bertahap. Maka objek ijarah akan diserahkan kepada penyewa/pembeli 
objek ijarah tersebut. 
Jurnal saat penyerahan aset 
 
 
 
 
Dr. Kas    25.000.000 
Dr. Akumulasi Peny. Aset Ijarah 180.000.000 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Ijarah      5.000.000 
 Cr. Aset Ijarah  200.000.000 
_________ 
Perhitungan: 
Harga Jual      = 25.000.000 
Harga Perolehan    = 200.000.000  
Akumulasi Penyusutan = 3 x 60.000.000  = 180.000.000 – 
Nilai Buku    =    20.000.000 – 
Keuntungan Penjaulan Aset Ijarah  =    5.000.000 
Dr. Kas     7.000.000   
 Cr. Pendapatan Sewa  7.000.000 
Dr. Akumulasi Penyusutan  180.000.000   
Dr. Kerugian Penj. Aset Ijarah   20.000.000 
 Cr. Aset Ijarah   200.000.000 
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BAB VII 
PERUSAHAAN DAGANG 
(MURABAHAH) 
 
7.1.  Konsep Dasar Murabahah 
Perusahaan dagang (merchandising businesses) adalah suatu organisasi 
yang menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan produk 
yang diperoleh dari pihak lain bagi pelanggannya. Perusahaan seperti ini biasa 
disebut dengan peritel, yang mempetemukan produk dan pelanggan dalam satu 
tempat. Contoh perusahaan yang bergrak pada bidang ini adalah matahari 
(pakaian), alfamart (barang konsumsi), gramedia (buku dan alat tulis), dan 
sebagainya. Masyarakat ekonomi syariah mengenal beberapa akad untuk 
perusahaan dagang meliputi: Murabahah, Salam, dan Istishna’. 
Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan harga jual 
sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual 
dan pembeli, dan dalam penjualan penjual harus mengungkapkan harga 
perolehan barang tersebut kepada pembeli. Salam merupakan akad jual beli 
barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh 
penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat 
akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan istishna’ 
adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
(pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Dalam dunia dagang di 
Indonesia, akad murabahah merupakan akad perniagaan yang paling sering 
dipakai, jika dibandingkan dengan akad-akad perniagaan yang lain.  
Perbedaan mendasar transaksi perdagangan antara murabahah dengan 
perdagangan konvensional yang telah ada terletak pada proses penjualannya. 
Perbedaannya yaitu dalam murabahah penjual dengan jelas memberitahukan 
harga pokok barang dagangan dan keuntungan yang diinginkan kepada 
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pembeli, sedangkan pada perdagangan konvensional penjual merahasiakan 
harga pokok dan keuntungan yang diambilnya. Harga pokok adalah jumlah kas 
atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga aset 
tersebut dalam tempat dan kondisi yang siap digunakan/dijual (PSAK 102). 
Sehingga dalam akad murabahah yang dimaksud dengan harga pokok barang 
dagangan adalah harga beli dikurangi dengan diskon dan ditambah dengan 
biaya-biaya lain yang diperlukan hingga barang dagangan tersebut siap untuk 
dijual. 
7.2.  Karakteristik Murabahah 
Berikut ini merupakan beberapa karakteristik pada akad murabahah: 
1. Murabahah dapat dilakukan tanpa maupun dengan pesanan, baik pesanan 
yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli 
barang yang dipesannya. 
2. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh yang 
dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus pada waktu tertentu 
sesuai kesepakatan. 
3. Memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran 
yang berbedasebelum akad murabahah dilakukan, namun hanya boleh ada 
satu harga jika akad telah disepakati 
4. Harga yang disepekati dalam murabahah adalah harga jual, dan penjual 
wajib memberitahukan harga perolehan barang. Jika penjual memperoleh 
diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut merupakan hak 
pembeli. 
5. Diskon yang terkait dengan pembelian barang oleh penjual, meliputi: 
a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang 
b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka 
pembelian barang 
c. Komisi dalam bentukapapun yang diterima terkait dengan pembelian 
barang 
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6. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah 
disepakati diberlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Jika akad 
tidak mengaturnya, maka diskon menjadi hak penjual 
7. Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan anggunan atas akad 
murabahah dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual 
8. Penjual dapat meminta uang muka  kepada pembeli sebagai bukti 
komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi 
bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah  disepakati. 
Jika akad murabahah  batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli 
setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang 
muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan 
dari pembeli.  
9. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang  murabahah  sesuai 
dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika 
dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi 
disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan  
ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. 
Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam  akad dan dana 
yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.  
10. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang 
murabahah  jika pembeli:  
a. melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau  
b. melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah 
disepakati.  
11. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang  murabahah  yang 
belum dilunasi jika pembeli:  
a. melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau  
b. mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 
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7.3.  Jenis-Jenis Murabahah 
Akad murabahah terbagi menjadi dua, yaitu: murabahah dengan pesanan 
(murabahah to the purchase order), dan murabahah tanpa pesanan. 
7.3.1.  Murabahah Dengan Pesanan 
Merupakan jenis murabahah, di mana penjual melakukan pembelian 
barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan ini 
dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli untuk membeli 
barang dagangan yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan bersifat 
mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak 
dapat membatalkan pesanannya. Apabila dalam pesanan mengikat, aset 
murabahah yang dibeli penjual mengalami penurunan harga sebelum 
diserahkan ke pembeli, maka penurunan itu menjadi beban penjual dan akan 
mengurangi nilai akad. 
7.3.2.  Murabahah Tanpa Pesanan 
Merupakan akad murabahah, di mana penjual tidak memerlukan 
adanya pesanan dalam melakukan pembelian barang. Akad murabahah ini 
hampir sama dengan kegiatan perniagaan konvensional. Bedanya dalam akad 
murabahah penjual memberitahukan harga pokok perolehan barang dan 
margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli pada 
saat transaksi terjadi, dan dalam akad ini kesepakatan harga yang digunakan 
dalam penjualan merupakan harga jual barang (harga pokok ditambah margin 
keuntungan) bukan harga pokok barang dagangan. 
 
7.4.  Dasar Hukum Akad Murabahah 
7.4.1.  Al-Qur’an 
a. An-Nisa’ ayat ke-29,  
artinya “ hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
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benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 
diantaramu .....” 
b. Al-Baqarah ayat ke-275,  
artinya “ Allah telah menghalalkan Jual-Beli dan mengaharamkan 
Riba” 
c. Al-Baqarah ayat ke-280,  
artinya “dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai ia berkelapangan” 
7.4.2.  Al-Hadist 
a. HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban 
Dari Abu Sa’ad Al-Khurdi bahwa Rasulullah SAW bersabda “ 
Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” 
b. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib 
Rasulullah bersabda “ Ada tiga hal yang menagndung keberkahan: jual 
beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk 
dijual.” 
c. HR. Abu Hurairah 
“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual 
dan membeli serta di dalam menagih haknya.” 
d. HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad 
Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi padanya 
e. HR. Bukhari dan Muslim 
Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu 
adalah suatu kezaliman 
f. HR. Bukhari 
Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghilangkan 
keberkahannya 
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7.5.  Rukun Murabahah 
7.5.1. Pelaku 
Pelaku dalam akad murabahah harus cakap dan baligh (berakal dan dapat 
membedakan). Sehingga transaksi dengan orang gila dianggap tidak sah, 
sedangkan transaksi dengan anak kecil (belum baligh) dianggapsah jika seizin 
walinya. 
7.5.2. Objek Jual Beli 
Aset yang dijadikan sebagai objek jual beli harus sesuai dengan hukum syara’ 
dan memenuhi ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan 
7.5.3. Ijab Kabul 
Penyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad 
yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespodensi atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
 
7.6.  Ketentuan/Persyaratan Objek Murabahah 
1. Barang yang diperjual-belikan merupakan barang halal 
2. Barang yang diperjual-belikan harus dapat diambilmanfaatnya atau 
memeliki nilai guna 
3. Barang tersebut dimiliki penjual, namun penjual dapat menjual barang 
yang bukan miliknya dengan seijin pemilik barang. 
4. Barang dapat diserahkan tanpa bergantung dengan kejadian tertentu 
dimasa datang. 
5. Barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh 
pembeli, sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian) 
6. Barang harus dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas 
7. Barang harus dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tida 
ada gharar 
8. Harga barang harus disepakati dengan jelas 
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9. Barang yang diakadkan secara fisik ada ditangan penjual atau terdapat 
bukti bahwa barang tersebut telah dimiliki oleh penjual dengan 
spesifikasi yang jelas. Jika pada saat penyerahan barang, ternyata 
spesifikasi barang tidak sama maka pihak-pihak yang melakukan 
transaksi boleh melakukan khiar (memilih untuk melanjutkan transaksi 
atau membatalkannya). 
7.7.  Berakhirnya Akad Murabahah 
Akad murabahah berakhir jika: 
1. Barang yang dijual mengalami kecacatan, atau tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang disepakati 
2. Barang yang di jual, mengandung unsur yang dilarang syariah. 
3. Metode pembayaran terindikasi mengandung unsur riba. 
4. Pembeli telah melakukan pembayaran atas seluruh harga/nilai barang 
yang disepakati 
5. Barang telah sampai dan diterima oleh pembeli 
6. Tidak ada komplain dari pembeli terkait dengan barang yang diterima. 
 
7.8.  Perlakuan akuntansi 
7.8.1. Perlakuan Akuntansi untuk Pihak penjual 
7.8.1.1. Perolehan barang dagangan 
Pada saat perolehan aset murabahah (barang dagangan), diakui sebagai 
persediaan sebesar biaya perolehannya 
Jurnal: 
 
7.8.1.2. Pengakuan setelah perolehan barang dagangan 
a. Murabahah pesanan mengikat 
Nilai Aset diakui sebesar biaya perolehannya. Apabila terjadi penuruna nilai 
aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke 
Dr. Persediaan Aset Murabahah  xxx 
 Cr. Kas/ Utang Murabahah   xxx 
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pelanggan, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai 
aset. 
Jurnal: 
 
b. Murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat 
Nilai Aset diakui sebesar baiaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana 
yang lebih rendah. Apabila nilai realisasi bersih lebih rendah dari biaya 
perolehan (penurunan), maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 
Jurnal: 
 
7.8.1.3. Diskon pembelian aset murabahah 
a. Sebelum akad murabahah 
Barang dagangan belum dijual/masih digudang penjual, maka diskon akan 
mengurangi biaya perolehan aset murabahah.  
Jurnal: 
 
b. Setelah akad murabahah  
a) Barang dagangan telah terjual/sudah berada digudang pembeli, maka 
diskon akan menjadi kewajiban kepada pembeli, jika akad menyatakan 
menjadi hak pembeli. 
Jurnal: 
 
 
Dr. Beban Penurunan Aset Murabahah xxx 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah   xxx 
Dr. Kerugian Penurunan Aset Murabahah xxx 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah   xxx 
Dr. Persediaan Aset Murabahah  xxx  
(Harga Perolehan – Diskon) 
 Cr. Kas/Utang Murabahah    xxx 
Dr. Kas  xxx 
 Cr. Utang Diskon Pemb. Aset Murabhh  xxx 
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b) Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika akad menyatakan 
menjadi hak penjual. 
Jurnal: 
 
c) Menjadi pendapatan operasional lain, jika tidak ada akad menyatakan 
menjadi hak pembeli, maupun hak penjual. 
Jurnal: 
 
d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan 
(diskon) pembelian akan tereliminasi, saat; 
 Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan 
pembelian setelah dikurangi dengan biaya pengembalian 
Jurnal: 
 
 Dipindahkan sebagai dana kebajikan, jika pembeli sudah tidak dapat 
dijangkau oleh penjual. 
Jurnal: 
 
Dan 
 
 
 
 
Dr. Kas       xxx 
 Cr. Keuntungan Diskon Pemb. Aset Murabhh xxx 
Dr. Kas          xxx 
 Cr. Pendapatan Operasional Lain  xxx 
Dr. Utang Diskon Pemb. Aset murabahah xxx 
 Cr. Kas     xxx 
 Cr. Pendapatan lain-lain   xxx 
Dr. Utang Diskon Pemb. Aset murabahah xxx 
 Cr. Kas     xxx 
Dr. Dana Kebajikan - Kas xxx 
 Cr. Dana Kebajikan – Diskon Pemb. xxx 
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7.8.1.4. Pengakuan keuntungan murabahah 
a. Keuntungan dalam satu periode atau kurang 
Keuntungan yang timbul dari penjualan aset murabahah baik secara tunai 
maupun tangguh, langsung diakui sebagai keuntungan penjualan aset 
murabahah pada periode tersebut 
Jurnal: 
 
b. Keuntungan lebih dari satu periode  
Keuntungan penjualan aset murabahah secara tangguh diakui selama periode 
akad sesuai dengan tingkat resikonya, sebagai berikut: 
a) Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset  
Jika risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban 
pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 
Jurnal; 
 
b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil 
ditagih dari piutang murabahah,  
Jika risiko piutang tidak tertagih dan/ atau beban untuk mengelola dan 
menagih piutang tersebut relatif besar. 
Jurnal: 
(a) Pada saat penjualan kredit 
 
Dr. Kas xxx 
Dr. Piutang Murabahah xxx 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah  xxx 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabhh xxx 
Dr. Kas xxx 
Dr. Piutang Murabahah xxx 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah  xxx 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabhh xxx 
Dr. Piutang Murabahah xxx 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah  xxx 
 Cr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx 
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(b) Pada saat penerimaan Angsuran 
 
 
atau 
 
(c) Pada saat penagihan/pembayaran secara penuh 
 
 
atau 
 
*) Jurnal pengakuan baru bisa di buat saat piutang murabahah berhasil ditagih 
secara penuh. 
 
7.8.1.5. Piutang Tak Tertagih 
Pada murabahah non tunai beresiko menimbulkan kegagalan dalam menagih 
piutang. Piutang yang tidak dapat ditagih merupakan kerugian pendapatan, 
sehingga memerlukan pencatatan yang tepat pada akun penurunan piutang. 
Estimasi yang umumnya digunakan dalam penghitungan nilai piutang tak 
tertagih didasarkan pada persentase penjualan atau piutang yang beredar. 
 
Dr. Kas     xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx 
 Cr. Keunt. Penj. Aset Murabhh  xxx 
Dr. Kas xxx 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
 Cr. Keunt. Penj. Aset Murabahah  xxx 
Dr. Kas     xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx 
 Cr. Keunt. Penj. Aset Murabhh  xxx 
Dr. Kas xxx 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
 Cr. Keunt. Penj. Aset Murabahah  xxx 
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Jurnal: 
 
 
7.8.1.6. Potongan pelunasan piutang 
Potongan pelunasan piutang  murabahah  yang diberikan kepada pembeli yang 
melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui 
sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan murabahah 
dapat dilakukan dengan metode berikut: 
a. Potongan diberikan pada saat pelunasan,  
yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan 
murabahah 
Jurnal 
 
 
b. Potongan diberikan setelah pelunasan,  
yaitu penjual  menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian 
penjual membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli 
Jurnal: 
 Pada saat penerimaan pelunasan piutang oleh pembeli/pelanggan 
 
 
 
Dr. Beban Piutang Tak Tertagih  xxx 
 Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih  xxx 
Dr. Kas xxx 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabahah xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah xxx 
________________ 
Keuntungan = Keuntungan Tangguhan – Potongan (Diskon) 
Dr. Kas xxx 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabahah xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah xxx 
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 Pada saat pengembalian potongan kepada pembeli 
 
7.8.1.7. Denda 
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 
dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 
Jurnal; 
 
7.8.1.8. Uang Muka 
Perlakuan akuntansi untuk Uang Muka transaksi Murabahah adalah sebagai 
berikut; 
a. Pada saat menerima uang muka dari pembeli/pelanggan 
 
a) Pada saat murabahah jadi dilaksanakan,  
maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan 
bagian pokok/harga pokok barang). Sehingga margin keuntungan 
dihitung berdasarkan nilai piutang (Harga Jual kepada pembeli setelah 
dikurangi Uang Muka) 
Jurnal: 
 
b) Pada saat murabahah batal,  
maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan 
dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka 
memenuhi permintaan calon pembeli.  
 
 
Dr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah xxx 
 Cr. Kas     xxx 
Dr. Dana Kebajikan – Kas xxx 
 Cr. Dana Kebajikan – Denda Murabahah xxx 
Dr. Kas xxx 
 Cr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx 
 Cr. Piutang Murabahah   xxx 
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Jurnal: 
(a) Pada saat uang muka lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka 
selisihnya harus dikembalikan ke pembeli. 
 
(b) Pada saat uang muka lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka 
penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya, 
dan pembeli wajib membayarkannya. 
 
(c) Pada saat uang muka sama besar dengan biaya yang dikeluarkan, atau 
penjual menanggung kekurangan atas biaya yang dikeluarkan dalam 
memenuhi permintaan calon pembeli 
 
7.8.1.9. Penyajian  
Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah 
dengan keuntungan yang disepakati. Namun dalam penyajiannya pada akhir 
periode pelaporan, piutang murabahah disajikan sebesar nilai realisasi bersih, 
yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (piutang 
tak tertagih). 
 
Margin  murabahah  tangguhan disajikan sebagai pengurang  (contra account) 
piutang murabahah. 
Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) 
utang  murabahah. 
 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx 
 Cr. Pendapatan Operasional lainnya  xxx 
 Cr. Kas     xxx 
Dr. Kas            xxx 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabhh xxx 
 Cr. Pendapatan Operasional lainnya xxx 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah xxx 
 Cr. Pendapatan Operasional lainnya  xxx 
Nilai Realisasi Bersih Piutang =  Saldo Piutang Murabahah – Piutang 
Tak Tertagih 
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7.8.1.10. Pengungkapan dalam laporan keuangan 
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah 
berikut, tetapi tidak terbatas padanya:  
1. harga perolehan aset murabahah  
2. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai 
kewajiban atau bukan; dan   
3. pengungkapan yang diperlukan sesuai  PSAK No. 101 tentang 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
 
7.8.2. Pihak Pembeli Akhir 
7.7.2.1.  Pengakuan saat perolehan aset 
Aset yang timbul melalui transaksi murabahah, diakui sebesar biaya perolehan 
tunai aset murabahah. Utang yang timbul diakui sebesar harga beli yang 
disepakati (wajib dibayarkan). Sedangkan selisih antara harga beli yang 
disepakati dengan biaya perolehan diakui sebagai Beban Murabahah 
Tangguhan. 
Jurnal: 
 
 
7.7.2.2.  Pengakuan saat perolehan aset dengan Uang Muka 
a. Saat pembayaran uang muka 
Jurnal: 
 
 
 
 
Dr. Aset     xxx 
Dr. Beban Murabahah Tangguhan  xxx 
 Cr. Utang Murabahah   xxx 
Dr. Uang Muka Murabahah  xxx 
 Cr. Kas     xxx 
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b. Saat akad murabahah terjadi 
Jurnal : 
 
7.7.2.3.  Amortisasi beban murabahah tangguhan 
Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi 
utang murabahah yang dibayar. 
 Jurnal Pembayaran Murabahah: 
 
 Jurnal Amortisasi Beban Murabahah Tangguhan: 
 
Atau 
 
7.7.2.4.  Diskon 
Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan 
dan potongan hutang murabahah, diakui sebagai pengurang beban murabahah 
tangguhan. 
Jurnal: 
a. Diskon diterima pada saat pelunasan utang murabahah 
 
 
Dr. Aset     xxx 
Dr. Beban Murabahah Tangguhan  xxx 
 Cr. Uang Muka Murabahah  xxx 
 Cr. Utang Murabahah   xxx 
Dr. Utang Murabahah  xxx 
 Cr. Kas    xxx 
Dr. Beban Murabahah    xxx 
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan   xxx 
Dr. Utang Murabahah   xxx 
Dr. Beban Murabahah   xxx 
 Cr. Kas     xxx 
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan  xxx 
Dr. Utang Murabahah  xxx 
 Cr. Kas    xxx 
Dr. Beban Murabahah )*    xxx 
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan   xxx 
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Atau 
 
*) Beban murabahah dihitung sebesar alokasi beban murabahah tangguhan 
dikurangi diskon 
 
b. Diskon diterima setelah setelah pelunasan utang murabahah 
 
 
7.7.2.5.  Denda 
a. Denda yang dikenakan akibat kelalaian 
Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai 
dengan akad diakui sebagai kerugian. 
Jurnal: 
 
b. Denda yang dikenakan akibat batal membeli  
Denda yang dikenakan karena pembeli akhir batal membeli barang diakui 
sebagai kerugian. Denda ini dilakukan dengan memberikan potongan terhadap 
uang muka yang telah diberikan. 
Jurnal: 
 
Dr. Utang Murabahah   xxx 
Dr. Beban Murabahah )*   xxx 
 Cr. Kas     xxx 
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan  xxx 
Dr. Kas xxx 
 Cr. Beban Murabahah Tangguhan  xxx 
Dr. Kerugian  Murabahah   xxx 
 Cr. Kas/Utang Murabahah   xxx 
Dr. Kas      xxx 
Dr. Kerugian  Murabahah   xxx 
 Cr. Uang Muka Murabahah  xxx 
  
76 
 
Pengantar Akuntansi Syariah – Pendekatan Praktis 
77 
 
Pengantar Akuntansi Syariah – Pendekatan Praktis 
BAB VIII 
TRANSAKSI DAN JURNAL 
MURABAHAH 
 
8.1.  Perolehan Barang Dagangan 
PD. Safitri membeli barang dagangan senilai Rp. 50.000.000,-. Untuk 
membawa barang dagangan sampai ke gudangnya PD. Safitri mengeluarkan 
biaya pengepakan Rp. 500.000,- dan biaya angkut pengiriman sebesar Rp. 
1.000.000,-. 
Jurnal: 
 
8.2.  Penurunan Nilai Aset Murabahah 
8.6.1.  Murabahah pesanan mengikat 
PD. Safitri membuat perjanjian murabahah dengan Ny. Ayu terkait dengan 
barang yang habis stoknya di gudang,  Untuk memenuhi pesanan barang 
tersebut PD. Safitri mendatangkan barang dagangan dari luar kota dengan 
harga perolehan Rp. 100.000.000,-. Sebelum barang pesanan tersebut 
diserahkan, terjadi kerusakan pada beberapa barang pesanan senilai Rp. 
1.000.000,- 
Jurnal: 
 
 
Dr. Persediaan Aset Murabahah 51.500.000 
 Cr. Kas    51.500.000 
___________________ 
Perhitungan: 
Harga Beli  : 50.000.000 
Biaya Pengemasan :      500.000 
Biaya Angkut  :   1.000.000 + 
Harga Perolehan : 51.500.000 
Dr. Beban Penurunan Aset Murabahah 1.000.000 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah  1.000.000 
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8.6.2.  Murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak 
mengikat 
PD. Safitri memesan barang dagangan senilai $ 5000 dengan kurs Rp. 10.000 
perdolar, dengan pertimbangan nilai dollar akan terus menguat. Namun pada 
saat barang telah sampai, nilai dollar melemah dengan kurs Rp. 9900 perdollar.  
Jurnal: 
 
 
8.3.  Diskon pembelian aset murabahah 
8.3.1. Sebelum akad murabahah  
Diskon diberikan sebelum terjadinya akad murabahah, yang berarti barang 
dagangan belum dijual/masih digudang penjual. 
Contoh: 
PD. Safitri membeli barang dagangan secara tunai dari PT. Syarifah senilai Rp. 
25.000.000,- dengan diskon pembelian 5% 
Jurnal: 
 
8.3.2. Setelah akad murabahah  
Diskon diberikan setelah terjadinya akad murabahah, yaitu barang dagangan 
telah dijual, dan karena sesuatu hal diberikan diskon dikemudian hari.  
Dr. Kerugian Penurunan Aset Murabahah 500.000 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah  500.000 
__________________ 
Perhitungan: 
Harga Perolehan : 5.000 x 10.000 = Rp. 50.000.000 
Nilai Realisasi  : 5.000 x   9.900 = Rp. 49.500.000  – 
Kerugian Penurunan Aset  :     Rp.     500.000 
Dr. Persediaan Aset Murabahah 23.750.000 
 Cr. Kas     23.750.000 
________________ 
Perhitungan: 
Harga Perolehan :  = 25.000.000 
Diskon : 25.000.000 x 5%  =   1.250.000 – 
Persediaan Aset  = 23.750.000 
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a. Diskon menjadi kewajiban kepada pembeli, jika akad menyatakan 
menjadi hak pembeli. 
PD. Safitri membeli barang dagangan secara kredit dari CV. Riastri dengan 
harga perolehan Rp. 50.000.000. Barang dagangan ini kemudian di jual kepada 
Ny. Ayu dengan akad jika ada potongan maka akan menjadi hak pembeli. Pada 
saat pelunasan kepada CV. Riastri, PD. Safitri memperoleh potongan 2%, 
karena telah membayar tepat waktu. 
Jurnal: 
 
b. Menjadi tambahan keuntungan murabahah, jika akad menyatakan 
menjadi hak penjual. 
PD. Safitri membeli barang dagangan secara kredit dari PT. Hisya dengan 
harga perolehan Rp. 100.000.000. Barang dagangan ini kemudian di jual 
kepada Tn. Helmi dengan akad jika ada potongan maka akan menjadi hak 
penjual. Pada saat pelunasan kepada PT. Hisya, PD. Safitri memperoleh 
potongan 5%, karena telah membayar lebih cepat dari waktunya. 
Jurnal: 
 
c. Menjadi pendapatan operasional lain, jika tidak ada akad menyatakan 
menjadi hak pembeli, maupun hak penjual. 
PD. Safitri membeli barang dagangan secara kredit dari Ny. Yulia untuk 
kemudian dijual kembali kepada Nn. Mawar dengan harga perolehan Rp. 
10.000.000,- . Pada saat pelunasan kepada Ny. Yulia, PD. Safitri memperoleh 
potongan 5%, karena telah membayar lebih cepat dari waktunya.  
Dr. Kas      1.000.000 
 Cr. Utang Diskon Pemb. Aset Murabhh  1.000.000 
______________ 
Perhitungan: 
Diskon = 50.000.000 x 2% = 1.000.000 
Dr. Kas      5.000.000 
 Cr. Keunt. Diskon Pemb. Aset Murabhh  5.000.000 
___________ 
Perhitungan: 
Diskon = 100.000.000 x 5% = 5.000.000 
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Jurnal: 
 
8.3.3. Kewajiban atas Diskon 
Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan (diskon) 
pembelian akan tereliminasi, saat; 
a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan 
pembelian setelah dikurangi dengan biaya pengembalian 
PD. Safitri menyerahkan uang tunai kepada Ny. Ayu atas potongan yang 
diberikan CV. Riastri sebesar 2% dari harga pokok sebagai kompensasi dari 
pembayaran hutang tepat waktu, setelah dikurangi biaya administrasi sebesar 
Rp. 100.000 
Jurnal: 
 
b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan, jika pembeli sudah tidak dapat 
dijangkau oleh penjual. 
PD. Safitri mempunyai kewajiban kepada Ny. Ayu atas potongan yang 
diberikan CV. Riastri sebesar 2% dari harga pokok sebagai kompensasi dari 
pembayaran hutang tepat waktu. Karena perbedaan wilayah dan ketidaktahuan 
PD. Safitri atas alamat Ny. Ayu, maka potongan yang diberikan oleh CV. 
Riastri tidak bisa diserahkan kepada Ny. Ayu. 
 
 
Dr. Kas      500.000 
 Cr. Pendapatan Operasional Lain 500.000 
___________ 
Perhitungan: 
Diskon = 10.000.000 x 5% = 5.00.000 
Dr. Utang Diskon Pemb. Aset murabhh 1.000.000 
 Cr. Kas 900.000 
 Cr. Pendapatan lain-lain 100.000 
____________ 
Catatan : 
Biaya Administrasi yang diberikan pedagang kepada pembeli merupakan 
pendapatan lain-lain bagi perusahaan dagang. 
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Jurnal: 
 
Dan 
 
 
8.4.  Pengakuan Keuntungan Murabahah 
8.4.1. Keuntungan murabahah dalam satu periode atau kurang 
Pada tanggal 15 Januari PD. Safitri menjual barang dagangan kepada Ny. Yulia 
secara kredit selama 2 bulan dengan harga perolehan Rp. 25.000.000,-. Pada 
saat akad disepakati bahwa margin keuntungan yang diperoleh PD. Safitri 
sebesar 5% dari harga perolehan. Sebagai bukti komitmen, Ny. Yulia 
menyerahkan uang tunai sebagai uang muka pembelian kepada PD. Safitri 
sebesar Rp. 5.000.000,-. 
Jurnal: 
 
8.4.2. Keuntungan lebih dari satu periode  
a. Resiko penagihan kas relatif kecil 
Pada tanggal 20 Desember PD. Safitri melakukan akad murabahah kredit 
selama 8 bulan kepada Ny. Hindun dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,-
. Pada saat akad terjadi disepakati bahwa margin keuntungan yang diambil PD. 
Safitri sebesar 10% dari harga perolehan. Sebagai tanda komitmen atas 
pembelian barang tersebut, Ny. Hindun menyerahkan uang muka pembelian 
sebesar Rp. 15.000.000,-. Menurut catatan pelanggan perusahaan, Ny. Hindun 
Dr. Utang Diskon Pemb. Aset murabahah 1.000.000 
 Cr. Kas 1.000.000 
Dr. Dana Kebajikan – Kas 1.000.000 
 Cr. Dana Kebajikan – Diskon Pembelian 1.000.000 
Dr. Kas   5.000.000 
Dr. Piutang Murabahah 21.250.000 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah 25.000.000 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabhh 1.250.000 
__________________ 
Perhitungan: 
Keuntungan Penjualan = 5% x 25.000.000 = 1.250.000,- 
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merupakan salah satu customer yang paling loyal dan tepat waktu 
pembayarannya. 
Jurnal: 
 
b. Resiko penagihan relatif besar 
Pada tanggal 1 November PD. Safitri menjual barang dagangan senilai Rp. 
10.000.000 kepada Tn. Fulan secara kredit selama 6 bulan. Pada saat akad 
murabahah terjadi disepakati margin keuntungan yang diambil PD. Safitri 
sebesar 20% dari harga perolehan. PD. Safitri belum mempunyai catatan 
penjualan atas Tn. Fulan. 
Jurnal: 
a) Pada saat penjualan kredit 
 
 
b) Pada saat penerimaan Angsuran 
Dr. Kas   15.000.000 
Dr. Piutang Murabahah 150.000.000 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah 150.000.000 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah   15.000.000 
______________ 
Perhitungan: 
Keuntungan = 10% x 150.000.000 = 15.000.000 
Dr. Piutang Murabahah 12.000.000 
 Cr. Persediaan Aset Murabahah 10.000.000 
 Cr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh   2.000.000 
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 Jurnal pembayaran angsuran bulan ke-1: 
Penerimaan Angsuran 
 
Pengakuan Keuntungan 
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Dr. Kas    2.000.000 
 Cr. Piutang Murabahah  2.000.000 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabahah 200.000 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Murabahah 200.000 
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atau 
 
 Pada saat penagihan/pembayaran secara penuh 
 
 
atau 
 
*) Jurnal pengakuan keuntungan baru bisa di buat saat piutang murabahah 
berhasil ditagih secara penuh. 
 
8.5.  Piutang Tak Tertagih 
PD. Safitri pada akhir periode memiliki piutang sebesar Rp. 150.000.000,-. 
Berdasarkan pada kebijakan manajemen atas pengalaman masa lalu, 
ditentukan jumlah piutang tak tertagih sebesar 1% dari keseluruhan piutang. 
Jurnal: 
 
 
 
 
 
Dr. Kas     2.000.000 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh    200.000 
 Cr. Piutang Murabahah 2.000.000 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Murabahah    200.000 
Dr. Kas    2.500.000 
 Cr. Piutang Murabahah  2.500.000 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabahah 250.000 
 Cr. Keuntungan Penj. Aset Murabahah)* 250.000 
Dr. Kas     2.500.000 
Dr. Keunt. Tangguhan Penj. Aset Murabhh    250.000 
 Cr. Piutang Murabahah 2.500.000 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset Murabahah)*    250.000 
Dr. Beban Piutang Tak Tertagih  1.500.000 
 Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.500.000 
___________ 
Perhitungan: 
Alokasi piutang tak tertagih = 1% x 150.000.000 = 1.500.000 
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8.6.  Diskon Penjualan Kredit 
8.6.1.  Potongan diberikan saat pelunasan piutang 
PD. Safitri menjual barang dagangan kepada Nn. Hindun secara kredit selama 
5 bulan pada tanggal 2 Juli, dengan harga perolehan Rp. 10.000.000,- dan 
margin keuntungan 10%. Nn. Hindun selalu membayarkan angsuran 
pembeliannya sebesar Rp. 2.200.000 tiap awal bulan. Pada bulan ke-3, Nn. 
Syarifah melunasi semua tanggungannya, sehingga sebagai penghargaan PD. 
Safitri memberikan potongan sebesar Rp. 400.000.  
Jurnal 
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8.6.2.  Potongan diberikan setelah pelunasan 
PD. Safitri menjual barang dagangan kepada Nn. Hindun secara kredit selama 
5 bulan pada tanggal 2 Juli, dengan harga perolehan Rp. 10.000.000,- dan 
margin keuntungan 10%. Nn. Hindun selalu membayarkan angsuran 
pembeliannya sebesar Rp. 2.200.000 tiap awal bulan. Pada bulan ke-3, Nn. 
Syarifah melunasi semua tanggungannya, sehingga sebagai penghargaan PD. 
Safitri memberikan potongan sebesar Rp. 400.000. 
Jurnal: 
a. Pada saat penerimaan pelunasan piutang oleh pembeli/pelanggan 
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b. Pada saat pengembalian potongan kepada pembeli 
 
D
r.
 K
a
s 
 
 
 
 
 
 
 
6
.6
0
0
.0
0
0
 
D
r.
 K
eu
n
tu
n
g
a
n
  
T
a
n
g
g
u
h
a
n
 P
en
ju
a
la
n
 A
se
t 
M
u
ra
b
a
h
a
h
 
  
 6
3
6
.3
6
3
,6
4
 
 
C
r.
 P
iu
ta
n
g
 M
u
ra
b
a
h
a
h
 
 
 
 
 
 
 
6
.6
0
0
.0
0
0
 
 
C
r.
 K
eu
n
tu
n
g
a
n
 P
en
ju
a
a
la
n
 A
se
t 
M
u
ra
b
a
h
a
h
  
 
 
  
6
3
6
.3
6
3
,6
4
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
P
e
rh
it
u
n
g
a
n
: 
M
ar
g
in
 k
eu
n
tu
n
g
an
 y
an
g
 d
it
an
g
g
u
h
k
an
  
: 
1
0
.0
0
0
.0
0
0
 x
 1
0
%
  
=
 1
.0
0
0
.0
0
0
 
K
eu
n
tu
n
g
an
 y
an
g
 t
el
ah
 t
er
ea
li
sa
si
 :
 2
×
ቂ
1
.0
0
0
.0
0
0
1
1
.0
0
0
.0
0
0
×
2
.0
0
0
.0
0
0
ቃ 
=
  
  
3
6
3
.6
3
6
,3
6
 –
 
K
eu
n
tu
n
g
a
n
 T
a
n
g
g
u
h
a
n
 
=
 
K
eu
n
tu
n
g
a
n
 P
en
ju
a
la
n
 
=
  
  
6
3
6
.3
6
3
,6
4
 
 
 
 
T
o
ta
l 
P
iu
ta
n
g
 (
h
ar
g
a 
ju
al
 a
se
t)
 :
 1
0
.0
0
0
.0
0
0
 +
 1
.0
0
0
.0
0
0
 
=
 1
1
.0
0
0
.0
0
0
 
P
iu
ta
n
g
 y
an
g
 t
el
ah
 d
i 
b
a
y
ar
  
: 
2
 x
 2
.2
0
0
.0
0
0
 
 
=
  
 4
.4
0
0
.0
0
0
 –
 
P
iu
ta
n
g
 y
a
n
g
 m
a
si
h
 t
e
r
si
sa
 
: 
 
 
 
=
  
 6
.6
0
0
.0
0
0
 
Dr. Keunt. Penj. Aset Murabahah 400.000 
 Cr. Kas    400.000 
_______________ 
*) jumlah kas yang dikembalikan kepada pembeli sebesar potongan yang 
diberikan oleh penjual. Nilai tersebut juga mengurangi keuntungan dari 
penjualan aset. 
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8.7.  Denda 
PD. Safitri menjual barang dagangan kepada Tn. Fulan dengan secara kredit 
selama 6 bulan dengan harga perolehan Rp. 15.000.000,-. Pada saat akad 
murabahah terjadi disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap tanggal 5 
denagn margin keuntungan PD. Safitri 10%, dan pinalti atas keterlambatan 
sebesar Rp. 1.000 perhari. Pada bulan ke-3 Tn. Fulan lalai dalam pembayaran 
angsuran dan terlambat 10 hari. 
Jurnal; 
 
 
8.8.  Uang Muka (urbun) 
PD. Safitri menerima pesanan dari Ny. Ayu atas sebuah barang dagangan yang 
tidak ada di dalam gudang. Sebagai bukti komitmen atas barang pesanan 
tersebut, Ny. Ayu menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,-. 
Jurnal: 
a. Pada saat menerima uang muka dari Ny. Ayu  
 
 
b. Pada saat murabahah jadi dilaksanakan 
Pada tanggal yang telah ditentukan, PD. Safitri menyerahkan barang yang 
dipesan oleh Ny. Ayu dengan harga perolehan Rp. 31.000.000,-. Dalam akad 
murabahah ini disepakati, margin keuntungan untuk PD. Safitri sebesar 10% 
dengan sistem pembayaran angsuran selama 3 bulan. 
 
 
Dr. Dana Kebajikan – Kas  10.000 
 Cr. Dana Kebajikan – Denda Murabahah 10.000 
__________ 
Perhitungan; 
Denda : 10 x 1.000 = 10.000 
Dr. Kas 1.000.000 
 Cr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah 1.000.000 
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Jurnal: 
 
 
c. Pada saat murabahah batal 
Pada tanggal yang telah ditentukan, PD. Safitri hendak menyerahkan barang 
yang dipesan oleh Ny. Ayu dengan harga perolehan Rp. 31.000.000,-. Namun 
karena spesifikasi barang berbeda dengan pesanan, maka Ny. Ayu 
membatalkan akad murabahah barang tersebut. 
Jurnal: 
 Pada saat uang muka lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 
Dalam usaha memenuhi pesanan Ny. Ayu tersebut, PD. Safitri telah 
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- 
 
 Pada saat uang muka lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan 
Dalam usaha memenuhi pesanan Ny. Ayu tersebut, PD. Safitri telah 
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.200.000,-. Oleh karena itu, dalam 
pembatalan akad ini PD. Safitri meminta ganti rugi kepada Ny. Ayu. 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah 1.000.000 
 Cr. Piutang Murabahah)*  1.000.000 
________________ 
*) Uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (harga pokok 
barang) 
Perhitungan: 
Harga Perolehan Barang  = 31.000.000 
Uang Muka Pembeli   =   1.000.000 – 
Harga Perolehan Bersih  = 30.000.000 
Keuntungan : 30.000.000 x 10% =   3.000.000 + 
Piutang Murabahah   = 33.000.000 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah 1.000.000 
 Cr. Pendapatan Operasional lainnya 500.000 
 Cr. Kas )* 500.000 
______________ 
Perhitungan: 
Uang Muka Akad Murabahah   = 1.000.000 
Biaya pemenuhan Akad    =    500.000 – 
Uang Muka Yang Harus Dikembalikan =    500.000 
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 Pada saat uang muka sama besar dengan biaya yang dikeluarkan 
Dalam usaha memenuhi pesanan Ny. Ayu tersebut, PD. Safitri telah 
mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-. 
 
 
 
Dr. Kas )*    200.000 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah 1.000.000 
 Cr. Pendapatan Operasional lainnya 1.200.000 
____________ 
Perhitungan: 
Uang Muka Akad Murabahah   = 1.000.000 
Biaya pemenuhan Akad    = 1.200.000 – 
Ganti Rugi yang harus diminta  =    200.000 
Dr. Utang Lain-lain – Uang Muka Murabahah  1.000.000 
 Cr. Pendapatan Operasional lainnya  
 1.000.000 
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BAB IX 
INVESTASI SYARIAH  
(MUDHARABAH) 
 
9.1.Konsep Dasar 
Mudharabah menurut PSAK 105 adalah suatu akad kerjasama usaha 
antara pemilik dana (shohibul maal) yang menyediakan seluruh dana, dan 
pengelola dana (mudharib) sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan di 
bagi sesuai kesepakatan (nisbah), dan kerugian finansial di tanggung 
sepenuhnya oleh pemilik dana. Dalam akad mudharabah kerugian di tanggung 
sepenuhnya oleh pemilik dana, selama kerugian itu tidak di sebabkan oleh 
kelalaian dari pengelola dana. Namun jika kerugian di akibatkan oleh 
pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana. 
Beberapa hal yang dapat di masukkan sebagai kelalaian pengelelola dana 
adalah tidak terpenuhinya persyaratan di dalam akad, kerugian yang bukan di 
sebabkan oleh kondisi di luar kemampuan (force majeur) seperti bencana alam 
atau hal lain yang di tentukan di dalam akad. 
Mudharabah merupakan jenis akad investasi yang menitik beratkan 
pada kepercayaan pemilik dana terhadap pengelola dana. Oleh karena itu 
kejujuran dan keterbukaan menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam 
pelaksanaan akad. Kejujuran dan keterbukaan di sini memegang peranan 
penting, sebab dalam akad ini pemilik dana tidak boleh ikut campur atas 
kegiatan operasional entitas syariah yang di kelolaoleh mudharib. 
Pada umumnya masyarakat memahami akad murabahah sebagai akad 
yang tidak adil, sebab pengelola dana tidak memiliki resiko finansial apapun. 
Akan tetapi pemahaman ini adalah sesuatu yang salah, sebab dalam sistem 
perekonomian syariah, keadilan adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam al-quran surat Al-Maidah (5:8) yang menyebutkan 
“...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
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bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. Apabila di tinjau lebih jauh, akad ini telah memenuhi prinsip 
keadilan, di mana pemilik dana menanggung kerugian material (finansial) dan 
pengelola dana menanggung kerugian non material, yang berupa kerugian 
waktu, tenaga, dan fikiran dalam mengelola usaha tersebut. Sedangkan apabila 
usaha tersebut mengalami keuntunga, maka keuntungan di bagi berdasarkan 
kesepakatan (nisbah) yang telah di sepekati bersama. Hal ini sesuai dengan 
sabda Rosulullah S.A.W. yang di riwiyatkan oleh Ali r.a., bahwa “Pungutan 
itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan keuntungan (laba) tergantung pada 
kesepakatan bersama”. 
Prinsip nisbah dalam akad murabahah melarang adanya persyaratan 
yang mengikat, karena akan menyerupakan nisbah dengan riba. Contohnya 
Pak Karyo (shohibul maal)  menjalin kerjasama investasi dengan Pak Jono 
(mudharib) dengan akad mudharabah, dengan modal awal 100 juta dan 
royeksi keuntungan 5 juta per bulan. Dalam akad Pak Karyo mensyaratkan 
setiap bulan harus menerima laba 2 juta yang langsung ditransfer ke rekening 
pribadinya paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Nisbah seperti ini 
dilarang oleh syariah, karena serupa dengan riba. Oleh karena itu, sistem 
nisbah yang di perkenankan oleh syariah yaitu dengan sistem presentase 
dari keuntungan, misalnya 75:25, dimana 75% untuk mudharib dan 25% 
untuk shohibul maal. Dalam sistem persentase, keuntungan yang di bagikan 
tidak boleh keuntungan proyeksi, melainkan harus keuntungan riil (nyata) dari 
usaha tersebut. 
Pemilihan pengelola dana yang jujur, berakhlak mulia, berkompeten, 
dan menjunjung tinggi kebenaran oleh pemilik dana, merupakan salah satu 
upaya yang dapat di lakukan untuk menghindari konflik/perselisihan di 
kemudian hari. Selain itu, usaha lain yang dapat di lakukan yaitu dengan 
mencatat/menuliskannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-
Baqarah 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
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tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya....”. Catatan ini dapat berupa kontrak kerja sama yang berisi 
tentang jenis usaha yang disepakati, pembagian nisbah keuntungan, periode 
pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh di kurangkan, ketentuan 
pengembalian modal, hal-hal yang dianggap kelalaian pengelola dana, dan 
sebagainya (Nurhayati:129). Dengan adanya catatan ini di harapkan jika di 
keuadian hari terdapat perselisihan, maka dapat melihat kembali kontrak kerja 
yang telah di sepakati bersama dan menyelesaikannya dengan musyawarah 
mufakat. 
 
9.2.Jenis-Jenis Mudharabah 
Berdasarkan karakteristiknya mudharabah dapat di bagi menjadi tiga, yaitu: 
9.2.1. Mudharabah Mutlaqah 
Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah, dimana pemilik 
dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana 
(mudharib) untuk melakukan berbagai jenis kegiatan sebagai upaya untuk  
mengelola dana investasi. Akad mudharabah mutlaqah ini memberikan 
kebebasan sepenuhnya kepada mudharib dalam mengelola dana investasi, 
dengan syarat tidak melanggar ketentuan syariah. Sehingga dengan akad ini 
mudharib dapat dengan bebas menentukan jenis usaha, sistem operasional, 
jumlah karyawan, lokasi, dan lain sebagainya.  
Mudharabah mutlaqah ini merupakan kerjasama investasi yang murni 
bertujuan untuk memberdayakan orang yang tidak mampu secara finansial. 
Hal ini dapat di lihat dari karakteristiknya, yaitu shahibul maal hanya berperan 
sebagai penyedia dana investasi dan penanggung resiko finansial tanpa ikut 
campur dalam pengelolaan dana investasinya. Sedangkan mudharib berperan 
sebagai pengelola murni tanpa perlu menanggung resiko finansial, melainkan 
hanya menanggung resiko non finansial. Dengan demikian maka mudharib 
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sebagai pihak yang tidak mampu secara finansial akan terbantu dalam 
mengatasi masalah finansialnya. 
9.2.2. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah yang 
memiliki karakteristik bahwa shohibul maal memberikan batasan kepada 
mudharib dalam mengelola dana investasinya. Dalam akad ini batasan yang di 
berikan dapat berupa lokasi usaha, jenis usaha, maupun cara operasionalnya. 
PSAK 105 mencontohkan batasan dalam akad mudharabah muqayyadah 
antara lain tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya; tidak 
menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, 
atau tanpa jaminan; mengharuskan pengelola dana untuk menjalankan 
investasinya sendiri, tanpa melalui pihak ketiga.  
Mudharabah Muqayyadah merupakan salah satu pilihan akad 
mudharabah yang dapat di ambil oleh shohibul maal yang kurang 
mempercayai kemampuan mudharib. Akad ini masih memberikan kendali 
shohibul maal atas dana investasinya. Sehingga apabila shahibul maal merasa 
mudharib telah membahayakan dana investasinya dengan melanggar batasan 
yang telah ditentukan dalam akad, maka hahibul maal dapat langsung 
membatalkan akad mudharabah dan menarik kembali seluruh dana 
investasinya. Dengan demikian maka shohibul maal dapat lebih tenang akan 
keselamatan dana investasinya, dan mudharib menjadi lebih hati-hati dalam 
mengelola dana investasi yang di amanahkan kepadanya. 
9.2.3. Mudharabah Musyarakah 
Mudharabah Musyarakah merupakan akad mudharabah yang 
modalnya selain berasal dari shohibul maal, juga berasal dari mudharib. 
Kerjasama investasi ini mewajibkan mudharib untuk ikut menyertakan 
dana/modalnya dalam kerjasama usaha. Mudharabah musyarakah merupakan 
suatu akad perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. 
Namun berbeda dengan akad musyarakah yang sejak awal modal berasal dari 
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kedua belah pihak. Akad mudharabah musyarakah pada awalnya modal 100% 
berasal dari shohibul maal, namun seiring berjalannya waktu, mudharib ikut 
andil dalam pendanaan usaha dengan ikut serta menyertakan modalnya, yang 
dalam hal ini diketahui oleh shohibul maal, sehingga mengubah akad 
mudharabah menjadi mudharabah musyarakah. 
Mudharabah musyarakah merupakan bentuk kemajuan dari kerjasama 
usaha antara shohibul maal dengan mudharib. Akad ini menunjukkan bahwa 
mudharib sudah mulai mampu mandiri dalam menjalankan usaha dan 
memenuhi kebutuhan finansialnya. Dengan kondisi yang demikian, maka 
shohibul maal pada suatu waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dapat 
mengakhiri akad mudharabah Musyarakah, dan melepaskan mudharib untuk 
menjalankan usaha secara mandiri. 
9.3.Dasar Hukum Akad Mudharabah 
Mudharabah merupakan salah satu akad akuntansi syariah yang paling tua. 
Bahkan akad mudharabah sudah di kenal sejak zaman sebelum datangnya 
agama islam itu sendiri. Akad mudharabah pernah dilakukan oleh Rasulallah 
SAW, yaitu ketika beliau bekerja sama dengan Siti Khadijah (sebelum menjadi 
istri Nabi), dimana Siti Khadijah bertindak sebagai emilik dana dan Rasulallah, 
Muhammad SAW bertindak sebagai  pengelola dana, dengan cara rasulallah 
membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam, dan kemudian 
beliau berjualan disana. Oleh karena itu dasar hukum akad mudharabah 
sangatlah kuat, diantaranya adalah: 
9.3.1. Al-Qur’an 
a. Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
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hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
(QS.2:283) 
b. Surat Al Jumu’ah ayat 10, yang artinya: 
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung (QS.62:10) 
9.3.2. As- Sunnah (Hadist) 
a. Hadist Riwayat Ibnu Majah, yang artinya: 
Dari shalih bin Suaib r.a. bahwa Rasulallah SAW bersabda “ tiga hal 
yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 
muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan 
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. 
b. Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas, yang artinya: 
Abbas bin abdul muthalib menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia 
mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan 
dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika 
persyaratan ini dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung 
resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar 
Rasulallah SAW, beliau membenarkannya. 
 
9.4.Rukun Akad Mudharabah 
Suatu akad dalam transaksi syariah, bisa disebut sebagai kad mudharabah 
apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
9.4.1. Pelaku. 
Akad mudharabah dinyatakan sah apabila pelaku akad sudah cakap hukum 
dan baligh, baik itu pelaku sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola 
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dana. Bagi pengelola dana, pelaku harus memiliki kecakapan di dalam 
mengelola dana yang diamanahkan kepadanya. Kemudian bagi pemilik 
dana, pelaku  tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha, namun 
diperkenankan mengawasi penggunaan dananya. Selain itu, di dalam akad 
mudharabah kejujuran dan kepercayaan merupakan hal yang sangat 
penting, maka di dalam akad mudharabah kedua pelaku harus saling 
memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada mitra kerjanya bahwa mereka 
akan menjaga dengan baik atas apa yang diamanahkan kepadanya, sesuai 
dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. 
 
9.4.2. Objek Mudharabah 
Objek di dalam akad mudharabah dapat berupa modal (bagi shohibul 
maal), dan kerja (bagi mudharib). Berikut ini penjelasan secara lebih detail 
mengenai objek di dalam akad mudharabah. 
9.4.2.1. Modal (bagi shohibul maal) 
a. Satuan moneter dan ekuivalen 
Modal yang diserahkan oleh shohibul maal kepada mudharib harus 
berbentuk satuan moneter atau ekuivalennya. Hal ini berarti modal 
yang di serahkan harus berbentuk uang tunai atau aset yang dapat di 
nilai dalam satuan moneter (uang). Apabila modal yang diserahkan 
berupa aset, maka aset tersebut harus di nilai sebesar nilai wajar yang 
disepakati kedua belah pihak, dan di catat sebesar satuan moneter dari 
nilai wajar tersebut. 
b. Memiliki jumlah yang jelas 
Modal yang diserahkan harus memiliki jumlah yang jelas, sehingga 
tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari 
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c. Memiliki bentuk fisik yang jelas 
Modal yang diserahkan harus memiliki bentuk yang jelas, hal ini 
berarti di dalam akad mudharabah tidak di perkenankan memberikan 
modal secara hutang. 
d. Memiliki manfaat 
Modal yang di serahkan harus memiliki manfaat atau dapat di 
manfaatkan secara langsung oleh mudharib untuk menjalankan roda 
usaha. 
9.4.2.2. Kerja (bagi mudharib) 
a. Kontribusi yang jelas 
Mudharib harus memiliki kontribusi yang jelas di dalam pengelolaan 
dana shohibul maal. Kontribusi ini dapat berupa keahlian maupun 
ketrampilan tertentu yang di perlukan di dalam pengelolaan usaha. 
b. Amanah 
Mudharib harus mampu memegang teguh dan menjalankan amanah 
yang di berikan kepadanya sesuai dengan ketentuan akad dan syariat 
islam. 
c. Jujur dan terbuka 
Mudharib harus memiliki kejujuran yang tinggi dan keterbukaan atas 
penggunaan dana shohibul maal. Sehingga dapat menimbulkan rasa 
saling percaya antar pelaku mudharabah. 
9.4.3. Ijab Kabul atau Serah Terima atau Shighah Transaksi 
Akad mudharabah dinyatakan sah apabila danya sighag transaksi atau ijab 
kabul dari kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi tanpa adanya 
paksaan dan terdapat saksi yang diterima oleh syariat islam. 
9.4.4. Nisbah Keuntungan 
Keuntungan di dalam akad mudharabah harus di bagi sesuai dengan nisbah 
yang disepakati kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, tanpa 
melibatkan pihak luar yang tidak ikut berperan serta dalam akad 
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mudharabah. Nisbah di dalam akad mudharabah tidak boleh dinyatakan 
dalam nominal, karena dapat menimbulkan riba, melainkan harus 
dinyatakan dalambentuk persentase sesuai dengan akad. Keuntungan yang 
di bagikan di dalam akad mudharabah haruslah sudah tidak termasuk gaji, 
dan bukan merupakan cadangan modal dari entitas usaha tersebut kecuali 
dinyatakan lain di dalam akad mudharabah.  
Apabila entitas usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
ditutupi dengan keuntungan atau cadangan modal yang di ambil dari 
keuntungan yang tidak dibagikan. Namun jika kerugian melebihi cadangan 
modal, maka diambilkan dari modal shohibul maal, sebagai penanggung 
jawab kerugian finansial (Nurhayati, 2013:133). Namun, jika kerugian di 
sebabkan oleh kelalaian pengelola atau karena wan prestasi, maka 
diambilkan dari modal pengelola usaha  (mudharib), sebagai wujud 
pertanggung jawaban atas kelalaian dan pelanggaran akad yang 
dilakukannya. 
 
9.5.Karakteristik Akad Mudharabah 
Akad mudharabah memiliki beberapa karakteristik, yang membedakannya 
dengan akad-akad lain dalam akuntansi syariah, diantaranya: 
a. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun sebagai 
pengelola dana 
Berbeda dengan akad lainnya di dalam akuntansi syariah, akad 
mudharabah memiliki dua entitas ekonomi yang berbeda, yaitu sebagai 
pemilik dana (shohibul maal), dan pengelola dana (mudharib). 
Shohibul maal berperan sebagai penyedia dana tunggal dalam 
operasional usaha, dan sebagai penanggung kerugian finansial yang 
terjadi dalam kegiatan usaha. Mudharib berperan sebagai pengelola 
usaha, dan penanggng kerugian non finansial yang terkait dengan 
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operasional usaha, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian 
mudharib itu sendiri. 
b. Adanya akun dana syirkah temporer dalam laporan keuangan 
Dana syirkah temporer merupakan akun investasi yang hanya 
terdapat di dalam model investasi dengan akad mudharabah. Hal ini 
terjadi karena modal usaha di dalam akad dana syirkah temporer tidak 
dapat di golongkan ke dalam modal ataupun hutang. Dana syirkah 
temporer adalah dana yang diinvestasikan oleh shohibul maal kepada 
entitas ekonomi syariah, untuk di kelola secara independen oleh 
mudharib/entitas syariah itu, baik atas kebijakannya sendiri, maupun 
atas kebijakan pembatasan-pembatasan yang di lakukan oleh shohibul 
maal. 
Dana syirkah temporer tidak dapat di kelompokkan dalam akun 
hutang, sebab apabila entitas ekonomi syariah mengalami kerugian 
yang bukan di sebabkan oleh wan prestasi, dana tersebut tidak wajib di 
kembalikan. Dana syirkah temporer tidak bisa di kelompokan ke dalam 
akun modal, sebab dana ini memiliki jatuh tempo sesuai perjanjian dan 
shohibul maal tidak memiliki hak-hak sebagaimana penanam modal 
perusahaan, seperti hak voting, hak intervensi dalam manajemen 
entitas syariah. Selain itu entitas syariah wajib membagikan 
keuntungan kepada shohibul maal, apabila perusahaan memperoleh 
keuntungan sesuai dengan nisbah yang di sepakati di awal akad.  
c. Terdapat batasan-batasan dalam pengelolaan dana investasi 
Akad mudharabah memberikan ijin kepada shohibul maal 
untuk memberikan batasan-batasan kepada mudharib dalam mengelola 
dana investasinya. Batasan-batasan tersebut dapat berupa: 
a) Waktu akad 
Shohibul maal dapat memberikan batas waktu kepada 
mudharib selaku pengelola usaha untuk mengembalikan dana 
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investasinya dalam jangka waktu tertentu. Salah satu tujuan dari 
pemberian jangka waktu ini adalah untuk meningkatkan motivasi 
mudharib dalam mengelola entitas syariah, sehingga dapat 
menghasilkan keuntungan yang optimal dalam jangka waktu akad. 
Dengan demikian maka setelah jangka waktu akad selesai, mudharib 
dapat menjalankan operasional entitas syariah secara mandiri, yang 
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualaitas financial 
mudharib selaku pihak pengelola entitas syariah. 
b) Lokasi usaha entitas syariah 
Shohibul maal dapat membatasi lokasi usaha entitas syariah 
dengan tujuan mengamankan dana investasinya dan memberdayakan 
potensi lokal. Shohibul maal sebagai pihak penanggung kerugian 
finansial, akan cenderung bersikap aman dengan memberikan batasan 
lokasi entitas syariah. Hal ini di maksudkan agar shohibul maal dapat 
melakukan pengawasan atas penggunaan dana investasinya, sehingga 
apabila mudharib melakukan wan prestasi, shohibul maal dapat segera 
membatalkan akad mudharabah dan menarik kembali dana 
investasimya. Selain itu, dengan melakukan pembatasan lokasi 
operasional, diharapkan  entitas syariah dapat fokus pada lokasi 
tersebut dan mengoptimalkan segala potensi lokal yang ada. Dengan 
demikian akad mudharabah selain dapat meningkatkan kualaitas 
finansial mudharib, juga dapat ikut berperan serta dalam membantu 
membangun dan meningkatkan daya saing dan potensi lokal 
disekitarnya. 
c) Jenis usaha entitas syariah 
Pembatasan jenis usaha entitas syariah oleh shohibul maal, 
bertujuan untuk memberikan fokus operasional kepada entitas syariah. 
Sehingga entitas syariah dapat menekuni suatu jenis usaha tertentu 
secara terus-menerus. Hal ini di dasarkan pada hadist dari Aisyah r.a 
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Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Wahai sekalian manusia, 
lakukanlah amalan sesuai kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah 
bosan sampai kalian bosan. (Ketahuilah bahwa) amalan yang paling 
dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinue (ajeg) walaupun 
sedikit” (HR. Muslim, No 782). Dengan fokus pada satu jenis usaha, 
maka entitas syariah dapat memahami segala potensi dan resikonya, 
yang pada akhirnya diharapkan entitas syariah dapat mahir dalam 
bidang itu dan memperoleh potensi keuntungan dengan lebih tinggi dan 
lebih cepat. 
d) Penggunaan modal 
Shohibul maal dapat membatasi penggunaan dana investasinya, 
dengan tujuan untuk mengamankan dananya dan untuk mempermudah 
dalam pengawasan, pengendalian, dan penghitungan nisbah yang telah 
disepakati. Pembatasan itu menurut PSAK 105 dapat berupa batasan 
untuk tidak melakukan penjualan non tunai, tanpa penjamin, tanpa 
jaminan, tidak mencampur dana investasi dengan dana lainnya, 
maupun pembatasan dalam melakukan investasi, yaitu dengan 
melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga lagi. 
d. Tanpa jaminan 
Akad mudharabah merupakan akad investasi syariah yang 
tidak memerlukan adaya jaminan. Namun demikian guna menghindari 
wan prestasi, PSAK mengijinkan shohibul maal untuk meminta 
jaminan kepada mudharib atau entitas syariah (pengelola dana). 
Jaminan itu dapat berupa barang, atau tanda bukti akan kepemilikan 
suatu barang. Jaminan di dalam akad mudharabah hanya bisa di 
cairkan atau di uangkan apabila pengelola dana terbukti secara benar 
telah melakukan pelanggaran atau wan prestasi atas kesepakatan yang 
tertuang di dalam akad mudharabah. 
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e. Pengembalian bertahap 
Dana syirkah temporer dapat di kembalikan mudharib kepada shohibul 
maal secara bertahap, bersamaan dengan pembagian hasil usaha. 
Dengan pengembalian secara bertahap ini, diharapkan dapat 
meringankan beban mudharib dalam memenuhi kewajibannya, serta 
menjadikan mudharib menjadi mandiri di dalam mengelola entitas 
syariah dan mencukupi kebutuhan finansialnya. Selain secara bertahap, 
pengembalian dana kepada shohibul maal juga dapat dilakukan secara 
total pada akhir masa akad mudharobah yang telah di sepakati. 
f. Perbedaan dasar pembagian keuntungan dan kerugian 
Pembagian keuntungan yang diperoleh kepada mudharib dan shohibul 
maal di dalam akad mudharabah di dasarkan pada nisbah yang di 
sepakati di awal akad. Perhitungan nisbah dapat di dasarkan pada bagi 
hasil laba bruto (gross profit margin), atau berdasarkan pada bagi laba 
dari laba bersih (profit sharing) tergantung pada kesepakatan di awal 
akad mudharabah. Sedangkan kerugian yang terjadi selama akad, 
kerugian finansial di tenggung sepenuhnya oleh shohibul maal, 
kerugian non finansial di tenggung oleh mudharib. Namun demikian 
apabila kerugian di akibatkan oleh kelalaian dari mudharib, atau kerena 
wan prestasi yang dilakukan oleh mudharib, maka kerugian itu di 
tanggung oleh mudharib. 
 
9.6.Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105:11) 
Akad mudharabah memiliki dua prinsip pembagian hasil usaha, yang harus di 
tentukan di awal akad anatara pihak shohibul maal dengan pihak mudharib. 
Prinsip pembagian hasil usahatersebut, yaitu 
9.6.1. Prinsip bagi hasil (Gross profit margin) 
Bagi hasil merupakan prinsip pembagian keuntungan yang paling sering 
dipakai oleh perbankan syariah di dalam menjalin kerjasama usaha syariah. 
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Prinsip ini di dasarkan pada pembagian hasil usaha berdasarkan laba kotor 
yang di peroleh entitas syariah dalam kegiatan operasional usahanya.  
Contoh dari penerapan prinsip bagi hasil dengan nisbah mudharib dengan 
shohibul maal adalah 90:10, sebagai berikut: 
Penjualan Bersih   100.000.000 
Harga Pokok Penjualan    
Persediaan Awal 25.000.000   
Pembelian bersih 50.000.000   
Barang tersedia untuk dijual 75.000.000   
Persediaan Akhir (15.000.000)   
Harga Pokok Penjualan   (60.000.000) 
Laba Kotor (Gross profit)   40.000.000 
 
Hasil Usaha/Investasi (HI) yang di terima shohibul maal berdasarkan 
nisbah adalah 
𝐻𝐼 =
10
100
× 40.000.000 =  𝑅𝑝. 4.000.000 
Hasil Usaha/Investasi yang di terima oleh mudharib sebelum di kurangi 
beban operasional entitas syariah adalah 
𝐻𝐼 =
90
100
× 40.000.000 =  𝑅𝑝. 36.000.000 
 
9.6.2. Prinsip bagi laba (Profit Sharing) 
Berbeda dengan bagi hasil, profit sharing lebih sering dipakai oleh 
masyarakat umum di dalam kerjasama usaha syariah. Prinsip ini di 
dasarkan pada pembagian hasil usaha berdasarkan laba bersih yang di 
peroleh entitas syariah dalam kegiatan operasional usahanya.  
Contoh dari penerapan prinsip profit sharing dengan nisbah mudharib dan 
shohibul maal adalah  70:30, sebagai berikut: 
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Penjualan Bersih   100.000.000 
Harga Pokok Penjualan    
Persediaan Awal 25.000.000   
Pembelian bersih 50.000.000   
Barang tersedia untuk dijual 75.000.000   
Persediaan Akhir (15.000.000)   
Harga Pokok Penjualan   (60.000.000) 
Laba Kotor (Gross profit)   40.000.000 
Beban administrasi dan umum 15.000.000   
Beban toko 10.000.000   
Beban operasional   25.000.000 
Laba Bersih sebelum bunga dan pajak  15.000.000 
Beban Bunga  1.000.000 
Laba bersih sebelum pajak  14.000.000 
Pajak (10% x 14.000.000)  1.400.000 
Laba Bersih  12.600.000 
 
Hasil Usaha/Investasi (HI) yang di terima shohibul maal berdasarkan 
nisbah adalah 
𝐻𝐼 =
30
100
× 12.600.000 =  𝑅𝑝. 3.780.000 
Hasil Usaha/Investasi  (HI) yang di terima oleh mudharib  berdasarkan 
nisbah adalah 
𝐻𝐼 =
70
100
× 12.600.000 =  𝑅𝑝. 8.820.000 
 
9.7.Bagi Hasil Akad Mudharabah Musyarakah (PSAK 105:34) 
Berbeda dengan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, 
akad mudharabah Musyarakah memiliki dua sumber modal, yaitu modal dari 
shohibul maal (penyedia dana) dan modal dari mudharib (pengelola dana). 
Dengan adanya sumber modal yang berbeda, maka sistem bagi hasil pada akad 
mudharabah Musyarakah pun mengalami perbedaan dengan sistem bagi hasil 
pada akad mudharabah lainnya. Terdapat dua pendekatan bagi hasil pada akad 
mudharabah Musyarakah, yaitu: 
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a. Pendekatan I: Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai 
mudharib)  dan  pemilik  dana  sesuai  dengan  nisbah yang  disepakati,  
selanjutnya  bagian  hasil  investasi setelah  dikurangi  untuk  pengelola  
dana  (sebagai mudharib)  tersebut  dibagi  antara  pengelola  dana (sebagai  
musytarik)  dengan  pemilik  dana  sesuai dengan porsi modal masing-
masing; atau 
b. Pendekatan II: Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai 
musytarik)  dan  pemilik  dana  sesuai  dengan  porsi modal  masing-
masing,  selanjutnya  bagian  hasil investasi  setelah  dikurangi  untuk  
pengelola  dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana 
(sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang 
disepakati. 
c. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan 
porsi modal para musytarik (PSAK 105:35).  
 
Contoh penerapan PSAK 105 : 34 adalah sebagai berikut: 
Tn. Eko dan Ny. Ifa berkerjasama mendirikan rumah makan dengan modal 
awal 20 juta, dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam akad ini Tn. Eko 
berperan sebagai penyedia dana (shohibul maal) dan Ny. Ifa berperan sebagai 
pengelola dana (mudharib), dengan nisbah profit sharing antara mudharib dan 
shohibul maal adalah 80:20. Pada awal bulan Mei, Ny. Ifa merasa bahwa 
rumah makannya perlu penambahan peralatan baru, oleh karena itu Ny. Ifa atas 
ijin Tn. Eko menambahkan modal sebesar 5 juta. Dengan adanya tambahan 
modal ini, maka akad kerjasama antara Tn. Eko dengan Ny. Ifa menjadi 
Mudharabah Musyarakah.  
Apabila pada bulan Mei diperoleh keuntungan bersih 4 juta, maka bagian laba 
bagi masing pihak adalah sebagai berikut. 
Pendekatan I 
Hasil Usaha/Investasi (HI) yang diperoleh berdasarkan Nisbah 
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Pengelola Dana 
𝐻𝐼 =
80
100
× 4.000.000 =  𝑅𝑝. 3.200.000 … … … … … … … … … ( 𝑎 ) 
Hasil Investasi setelah di kurangi bagian pengelola dana 
𝐻𝐼 = 4.000.000 −  3.200.000 = 𝑅𝑝. 800.000 … … … … … …  ( 𝑏 ) 
Hasil Investasi berdasarkan porsi Modal 
Pemilik Dana 
𝐻𝐼 =
20.000.000
25.000.000
× 800.000 (𝑏) =  𝑅𝑝. 640.000 … … … … … ( 𝑐 ) 
Pengelola Dana 
𝐻𝐼 =
5.000.000
25.000.000
× 800.000 (𝑏) =  𝑅𝑝. 160.000 … … … … … ( 𝑑 ) 
Hasil Investasi yang diterima oleh pengelola dana 
𝐻𝐼 = 𝑎 + 𝑑 = 3.200.000 + 160.000 = 𝑅𝑝. 3.360.000 
Hasil Investasi yang diterima oleh pemilik dana 
𝐻𝐼 = 𝑐 = 𝑅𝑝. 640.000 
 
Pendekatan II 
Hasil Investasi  (HI) berdasarkan porsi Modal 
Pengelola Dana 
𝐻𝐼 =
5.000.000
25.000.000
× 4.000.000 =  𝑅𝑝. 800.000 … … … … … … ( 𝑎 ) 
Hasil Investasi setelah di kurangi bagian pengelola dana 
𝐻𝐼 = 4.000.000 −  800.000 = 𝑅𝑝. 3.200.000 … … … … … …  ( 𝑏 ) 
Hasil Usaha/Investasi (HI) yang diperoleh berdasarkan Nisbah 
Pengelola Dana 
𝐻𝐼 =
80
100
× 3.200.000 (𝑏) =  𝑅𝑝. 2.560.000 … … … … … … … (𝑐 ) 
Pemilik Dana 
𝐻𝐼 =
20
100
× 3.200.000 (𝑏) =  𝑅𝑝. 640.000 … … … … … … …   (𝑑 ) 
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Hasil Investasi yang diterima oleh pengelola dana 
𝐻𝐼 = 𝑎 + 𝑐 = 800.000 + 2.560.000 = 𝑅𝑝. 3.360.000 
Hasil Investasi yang diterima oleh pemilik dana 
𝐻𝐼 = 𝑑 = 𝑅𝑝. 640.000 
 
Contoh Penerapan PSAK 105 : 35 
Apabila pada bulan Mei, Rumah makan Ny. Ifa mengalami kerugian sebesar 
Rp. 1.000.000, maka pembagian kerugiannya adalah sebagai berikut: 
Kerugian yang di tanggung Pengelola dana 
𝐻𝐼 =
5.000.000
25.000.000
× 1.000.000 =  𝑅𝑝. 200.000  
Kerugian yang di tanggung Pemilik dana 
𝐻𝐼 =
20.000.000
25.000.000
× 1.000.000 =  𝑅𝑝. 800.000  
 
9.8.Berakhirnya Akad Mudharabah 
Akad mudharabah pada dasarnya tidak memiliki jangka waktu yang jelas, 
tetapi jangka waktu kerjasama dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak. Namun demikian, akad mudharabah dapat berakhir karena 
hal-hal berikut ini (Sabbiq, 2008): 
a. Jika mudharabah berbatas waktu, maka mudharabah berakhir pada waktu 
yang ditentukan 
b. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal 
c. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri 
d. Pengelola dana tidak menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan 
tujuan kerjasama usaha 
e. Pengelola dana tidak beretikad baik dan hati-hati dalam menjalankan usaha 
f. Pengelola dana melakukan wan prestasi atas akad mudharabah 
g. Modal sudah tidak ada lagi 
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9.9.Perlakuan Akuntansi Mudharabah 
9.9.1. Perlakuan Akuntansi bagi Pemilik Dana 
Berikut ini adalah penjelasan secara mendetail mengenai transaksi yang 
behubungan dengan akad mudharabah bagi pemilik dana: 
a. Penyerahan dana investasi berupa uang tunai 
Investasi yang di serahkan kepada mudharib berupa uang tunai, di catat 
sebesar jumlah yang dibayarkan. 
Jurnal 
  
b. Penyerahan dana investasi berupa Aset 
Investasi yang di serahkan kepada mudharib berupa aset non kas, di catat 
sebesar nilai wajar aset tersebut pada saat penyerahan 
Jurnal 
  
 
a) Nilai wajar lebih rendah dari nilai buku 
Jika nilai wajar aset lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya 
diakui sebagai kerugian dan di catat pada saat penyerahan 
Jurnal  
 
b) Nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku 
Jika nilai wajar aset lebih tinggi dari nilai bukunya, maka selisihnya 
diakui sebagai keuntungan dan di catat pada saat penyerahan 
 
 
Dr. Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
Dr. Investasi Mudharabah xxxxx 
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
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Jurnal  
 
 
c. Penurunan nilai investasi murabahah bagi aset nonkas 
a) Penurunan nilai sebelum usaha di mulai 
Apabila terjadi penurunan nilai wajar aset nonkas sebelum usaha 
dimulai, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan akan 
mengurangi saldo investasi mudharabah 
Jurnal  
 
b) Penurunan nilai setelah usaha di mulai 
Apabila terjadi penurunan nilai wajar aset nonkas setelah usaha 
dimulai, maka penurunan tersebut di akui sebagai kerugian, akan 
diperhitungkan dalam bagi hasil investasi mudharabah 
Jurnal saat terjadi kerugian 
 
Jurnal saat bagi hasil investasi 
 
d. Kerugian Usaha Mudharabah 
Tidak menutup kemungkinan suatu usaha mudharabah mengalami kerugian. 
Jika kerugian yang terjadi selama dalam masa akad mudharabah tidak di 
sebabkan oleh kelalaian pengelola dana dan  tidak dapat di tutupi oleh akun 
penyisihan keuntungan/penyisihan modal, maka kerugian tersebut akan di 
tanggung oleh pemilik dana. 
Dr. Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Keuntungan Investasi Mudharabah xxxxx 
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Investasi Mudharabah xxxxx 
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Penyisihan Investasi Mudharabah xxxxx 
Dr. Kas xxxxx 
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
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Jurnal 
  
Penting: *) penggunaan akun penyisihan ini bertujuan untuk membedakan 
dana investasi awal dan kerugian yang di akibatkan oleh 
operasional perusahaan/entitas syariah. Di dalam pelaporan 
keuangan, penyisihan ini akan menjadi akun kontra dari investasi 
mudharabah, yang akan menjadi akun pengurang dari investasi 
mudharabah tersebut. 
 
e. Hasil Usaha/Investasi 
a) Penyerahan secara Langsung 
Hasil usaha/investasi mudharabah yang diserahkan secara tunai, 
diakui pada saat penyerahannya 
Jurnal  
 
b) Penundaan Penyerahan 
Apabila penyerahan hasil investasi mudharabah mengalami 
penundaan pembayaran, maka harus di akui sebagai piutang 
Jurnal saat pengakuan/jatuh tempo 
 
Jurnal saat pembayaran bagi hasil investasi mudharabah 
 
f. Akhir akad mudharabah 
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah xxxxx   )* 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
Dr. Piutang pendapatan Bagi hasil Mudharabah xxxxx 
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
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Di akhir masa akad mudharabah, selisih antara investasi mudharabah, 
penyisihan kerugian, dan pengembalian (keuntungan) investasi, di akui 
sebagai keuntungan atau kerugian. 
Jurnal  
 
 
9.9.2. Perlakuan Akuntansi bagi Pengelola Dana 
Berikut ini adalah penjelasan secara mendetail mengenai transaksi 
yang behubungan dengan akad mudharabah bagi pengelola dana: 
a. Penerimaan dana investasi berupa uang tunai 
Investasi yang diterima dari shohibul maal berupa uang tunai, di catat pada 
dana syirkah temporer sebesar jumlah yang diterima. 
Jurnal 
  
b. Penerimaan dana investasi berupa Aset 
Investasi yang diterima dari shohibul maal berupa aset nonkas, di catat 
pada dana syirkah temporer sebesar nilai wajar yang disepakati saat 
penyerahan aset nonkas. 
Jurnal 
  
c. Penggunaan Dana Syirkah temporer 
a) Dana Syrikah Temporer Kelola Sendiri 
Apabila dana syirkah temporer di kelola sendiri oleh mudharib (pengelola 
dana), maka pendapatan dan beban diakui dan di catat seperti pancatatan 
akuntansi pada umumnya. 
Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas xxxxx 
Dr. Penyisihan kerugian investasi mudgarabah xxxxx 
 Cr. Investasi Mudharabah xxxxx 
 Cr. Keuntungan Investasi Mudharbah xxxxx 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
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Memperoleh Pendapatan 
Saat entitas syariah memeperoleh pendapatan dari usahanya secara tunai, maka 
jurnal yang perlu dibuat adalah 
Jurnal 
  
Saat entitas syariah memperoleh pendapatan dari usahanya secara kredit, maka 
jurnal yang perlu dibuat adalah 
Jurnal 
  
Saat memperoleh pelunasan pendapatan 
Jurnal 
  
Membayar Beban 
Saat entitas syariah membayar beban operasionalnya secara tunai, maka 
jurnalnya 
Jurnal 
  
Saat entitas syariah melakukan hutang atas beban operasionalnya, maka 
jurnalnya 
Jurnal 
  
 
 
 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Pendapatan .... xxxxx 
Dr. Piutang xxxxx 
 Cr. Pendapatan .... xxxxx 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Piutang xxxxx 
Dr. Beban ..... xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Beban ..... xxxxx 
 Cr. Hutang .... xxxxx 
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Saat entitas Syariah melakukan pelunasan atas hutang beban operasionalnya 
Jurnal 
  
 
Jurnal Penutup 
Jurnal penutup di buat pada akhir periode akuntansi untuk menutup 
(memberikan saldo nol) pada akun-akun temporer. 
 
Memperoleh Keuntungan 
Apabila entitas syariah memperoleh keuntungan, maka jurnal penutup yang di 
buat pada akhir periode akuntansi adalah 
Jurnal 
  
Saat Bagi Hasil dilakukan: 
Jurnal 
  
Saat Pembayaran Bagi Hasil dilakukan: 
Jurnal 
  
 
Mengalami Kerugian 
Apabila entitas syariah mengalami kerugian, maka jurnal pentup yang di buat 
pada akhir periode adalah 
 
Dr. Hutang ..... xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Pendapatan xxxxx 
 Cr. Beban xxxxx 
 Cr. Pendapatan yang Belum Dibagikan  xxxxx )* 
___________ 
*) pada laporan keuangan ada pada posisi hutang/kewajiban 
Dr. Pendapatan yang Belum Dibagikan xxxxx 
 Cr. Hutang Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
Dr. Hutang Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
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Jurnal 
  
Kerugian akibat wan prestasi atau kelalaian pengelola dana 
Apabila entitas syariah mengalami kerugian sebagai akibat dari wan prestasi 
atau kelalaian pengelola dana, maka di akui sebagai beban bagi pengelola dana. 
Jurnal 
  
 
b) Dana Syirkah Temporer Disalurkan Kembali Oleh Pengelola Dana 
Apabila pengelola dana atas seijin pemilik dana menyalurkan kembali dana 
syirkah temporer yang di terima, maka pengelola dana mengakui dana syirkah 
temporer sebagai aset (investasi mudharabah). Oleh karena itu, perlakuan 
akuntansinya sama dengan perlakuan akuntansi untuk pemilik dana. 
Keuntungan yang di peroleh pengelola dana dari akad mudharabah lanjutan 
ini, diakui sebagai pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian 
hak pemilik dana. 
 
Pendapatan Dari Penyaluran Kembali 
Pendapatan yang diterima dari aktivitas penyaluran kembali dana syirkah 
temporer di catat sebagai kas/piutang sebesar nilai bruto pendapatan sebelum 
dikurangi hak pemilik dana. 
Dr. Pendapatan xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian xxxxx )* 
 Cr. Beban xxxxx 
__________  
*) Penyisihan Kerugian di sajikan sebagai akun kontra dari dana 
syirkah temporer pemilik dana (shohibul maal), dan berfungsi 
sebagai pengurang dari dana syirkah temporer 
Dr. Pendapatan xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian xxxxx )* 
 Cr. Beban xxxxx 
__________  
*) Penyisihan Kerugian di sajikan sebagai akun kontra dari bagian 
laba (bagi hasil) untuk pengelola dana (mudharib), dan 
berfungsi sebagai pengurang dari bagian laba pengelola dana 
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Jurnal 
  
Hak pemilik dana dari pihak ketiga yang belum di bagikan, tetapi sudah di 
perhitungkan, di akui sebagai kewajiban sebesar porsi bagi hasil hak pemilik 
dana 
Jurnal 
  
Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil 
Jurnal 
  
 
Akhir Akad Mudharabah 
Ketika akad mudharabah berakhir, maka dana syirkah temporer harus di 
keluarkan dari modal entitas syariah dengan memperhitungkan kerugian yang 
pernah ada selamaberjalannya akad mudharabah. 
Jurnal 
  
Terdapat Kerugian Selama Periode Akad Mudharabah 
Jurnal 
  
9.10. Penyajian dan Pengungkapan 
1. Investasi mudharabah di sajikan sebesar nilai buku saat investasi dan 
dikurangi penyisihan kerugian yang ada. 
Dr. Kas/Piutang xxxxx 
 Cr. Pendapatan yang Belum Dibagikan xxxxx 
Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
 Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
 Cr. Kas/Aset Non Kas xxxxx 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
 Cr. Kas/Aset Non Kas xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian xxxxx 
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2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam  laporan  
keuangan: 
a. dana  syirkah  temporer  dari  pemilik  dana  disajikan sebesar  nilai  
tercatatnya dalam akun dana syirkah temporer dan di kurangi 
penyisihan kerugian yang ada, untuk  setiap  jenis mudharabah; 
b. bagi  hasil  dana  syirkah  temporer  yang  sudah diperhitungkan  tetapi  
belum  diserahkan  kepada pemilik  dana  disajikan  sebagai  pos  bagi  
hasil  yang belum dibagikan di kewajiban 
3. Pengungkapan laporan keuangan pada akad mudharabah diatur oleh 
PSAK 105:38, dimana pemilik  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait 
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 
a. isi  kesepakatan  utama  usaha  mudharabah,  seperti porsi  dana,  
pembagian  hasil  usaha,  aktivitas  usaha mudharabah, dan lain-lain;  
b. rincian  jumlah  investasi  mudharabah  berdasarkan jenisnya; 
c. penyisihan  kerugian  investasi  mudharabah  selama periode berjalan; 
dan 
d. pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
4. Pengelola  dana  mengungkapkan  hal-hal  terkait transaksi mudharabah, 
tetapi tidak terbatas, pada: 
a. isi  kesepakatan  utama  usaha  mudharabah,  seperti porsi  dana,  
pembagian  hasil  usaha,  aktivitas  usaha mudharabah, dan lain-lain; 
b. rincian  dana  syirkah  temporer  yang  diterima berdasarkan  jenisnya; 
penyaluran  dana  yang  berasal  dari  mudharabah muqayadah; dan 
c. pengungkapan  yang  diperlukan  sesuai  PSAK  101: Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
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BAB X 
KEMITRAAN USAHA SYARIAH 
(MUSYARAKAH) 
 
10.1. Konsep Dasar 
Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha,dimana masing-masing 
pihak yang terlibah dalam kerjasama usaha memiliki kontribusi masing-
masing dalam pendanaan entitas syariah. Orang-orang yang bekerjasama 
dengan akad musyarakah, disebut dengan musytarik. Sistem pembagian 
keuntungan di dalam akad musyarakah di dasarkan pada nisbah yang di 
sepakati di awal akad. Sedangkan kerugian yang dialami entitas syariah, di 
bagi kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam akad musyarakah 
berdasarkan pada porsi modal masing-masing musytarik. 
Kontribusi modal masing-masing musytarik di dalam akad musyarakah 
di sepakati sejak awal berdirinya entitas syariah. Berbeda dengan akad 
mudharabah musyarakah, seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya, 
bahwa kontribusi modal pengelola dana muncul setelah beroperasionalnya 
entitas syariah. Dengan adanya perbedaan ini, maka musyarakah menjadi suatu 
akad yang jelas-jelas berbeda dengan mudharabah musyarakah. 
PSAK 106 menjelaskan bahwa di dalam akad musyarakah, kontribusi 
dana dapat berupa kas, ataupun aset nonkas. Jika kontribusi berupa aset 
nonkas, maka dicatat sebesar nilai wajar yang di sepakati oleh para mustarik. 
Akad musyarakah, tidak boleh adanya jaminan dari satu musytarik kepada 
dana musytarik lain yang ikut dalam penyertaan modal entitas syariah. Adanya 
jaminan ini menyebabkan hilangnya prinsip untung muncul bersama resiko (al 
ghunmu bi al ghurmi), yang merupakan prinsip pokok dalam ekonomi syariah. 
Namun demikian, untuk mencegah timbulnya kelalaian, musytarik dapat 
meminta jaminan kepada mitra lain atau kepada pihak ketiga.  
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Akad musyarakah mengharuskan setiap mitra berkontribusi dalam 
pekerjaan, menjadi wakil dari mitra lain, dan menjadi agen dari entitas syariah. 
Setiap mitra/musytarik dalam akad musyarakah memiliki posisi yang sama di 
mata hukum dan di mata entitas syariah. Oleh karena itu keanggotaan 
musytarik bersifat melekat, dan tidak dapat dipindah tangankan. Namun 
demikian, tidak menutup kemungkinan musytarik untuk keluar dari 
keanggotaannya pada entitas syariah, dengan persetujuan mitra/musytarik 
lainnya. 
 
10.2. Dasar Hukum Musyarakah 
a. Al-Quran 
QS. Shad (QS.38:24) yang artinya:  
“....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 
sedikitlah mereka ini.....” 
QS. Al-Maidah (QS.5:1) yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....” 
b. As-Sunnah 
Hadist Qudsi, riwayat Abu Daud yang di shahihkan oleh al-Hakim 
dari Abu Hurairah, yang artinya 
“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama 
salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak 
telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”  
Hadist Riwayat Muslim, yang artinya” 
“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang 
keduanya tidak saling berkhianat” 
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Hadist Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, yang artinya: 
Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian 
yang mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. 
c. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh 
masyarakat pada masa itu 
d. Ijma’ Ulama  
Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa kaum 
muslimin telah berkonsensur terhadap legitimasi masyarakat secara 
global teehadap di bolehkannya akad musyarakah, meskipun terdapat 
perbedaan pendapat dalam beberapa elemen di dalamnya 
e. Kaidah Fiqh 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, selama tidak 
ada dalil yang mengharamkannya” 
 
10.3. Karakteristik Musyarakah 
Sebagai salah satu akad kerjasama dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa 
akad yang menyerupai musyarakah. Oleh karena itu, untuk membedakan akad 
musyarakah dengan akad lainnya, maka PSAK 106 mengungkapkan beberapa 
karakteristik akad musyarakah yaitu: 
a. Setiap mitra berkontribusi dalam penyertaan modal entitas syariah. 
Akad musyarakah mewajibkan setiap anggota memiliki kontribusi dalam 
pendanaan entitas syariah. Dalam perkembangan selanjutnya, salah satu 
mitra dapat mengembalikan dana modal dan bagi hasil usaha yang telah 
disepakati dalam nisbah secara langsung maupun secara bertahap kepada 
mitra lainnya. 
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b. Investasi berupa kas, setara kas, maupun aset non kas 
Kontribusi modal di dalam akad musyarakah dapat berupa kas, setara kas, 
dan aset non kas. Apabila investasi berupa setara kas atau asest non kas, 
maka nilai investasi didasarkan pada nilai wajar yang di sepakati oleh 
seluruh mitra atas setara kas atau aset non kas pada saat penyerahan aset. 
c. Tidak ada jaminan atas dana investasi musyarakah 
Setiap mitra (musytarik) di dalam akad musyarakah tidak memperoleh 
jaminan atas dana investasinya dari mitra yang lain. Hal ini sesuai dengan 
asas akad syariah bahwa “keuntungan bersanding dengan resiko”, yang 
berarti jika seorang mitra ingin memperoleh keuntungan, maka harus 
berani pula menanggung kemungkinan resiko di masa depan. Namun 
demikian, PSAK 106 memperkenankan setiap mitra dalam akad 
musyarakah untuk meminta jaminan kepada mitra yang lainnya atas 
kelalaian atau kesalahan yang disengaja, seperti pelanggaran akad (wan 
prestasi) dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 
d. Penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat dan hukum 
Tidak menutup kemungkinan suatu akad kerjasama syariah, akan 
menimbulkan konflik/sengketa diantara para mitranya di kemudian hari. 
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa diantara para musytarik, 
dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun demikian, jika tidak 
ada suatu keputusan penyelesaian sengketa yang di sepakati oleh masing-
masing pihak yang terlibat, maka penyelesaian sengketa di selesaikan 
sesuai dengan jalan hukum yang berlaku pada suatu wilayah dimana entitas 
syariah itu berada. 
e. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau proporsi dana 
Keuntungan yang diperoleh dalam akad musyarakah dibagi berdasarkan 
nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Namun jika tidak terdapat 
nisbah pembagian keuntungan pada awal akad, atau tidak ada kesepakatan 
nisbah pembagian keuntungan antar mitra musyarakah, maka keuntungan 
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musyarakah dibagi secara proporsional berdasarkan proporsi dana yang di 
setorkan (baik berupa kas maupun non kas) masing-masing mitra kepada 
entitas syariah. Keuntungan yang di bagi dalam akad musyarakah adalah 
keuntungan kotor atau keuntungan bersih yang telah dikurangi dengan 
penyisihan keuntungan, tergantung pada kesepakatan para mitra di awal 
akad musyarakah. 
f. Pembagian kerugian berdasarkan pada proporsi dana  
Kerugian merupakan suatu hal yang paling dihindari dalam dunia usaha, 
begitu juga dalam musyarakah. Namun tidak menutup kemungkinan suatu 
akad musyarakah akan mengalami kerugian dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya kerugian 
dalam suatu aktivitas operasional, PSAK 106 mengatur bahwa kerugian 
yang terjadi dalam akad musyarakah harus di bagi secara proporsional 
berdasarkan pada dana yang disetorkan kepada entitas syariah, baik berupa 
kas maupun non kas. 
g. Pembagian keuntungan/kerugian atas dana yang diinvestasikan 
Pembagian keuntungan dan kerugian di dalam akad musyarakah tidak di 
tentukan berdasarkan besarnya dana yang telah diinvestasikan oleh entitas 
syariah. Melainkan euntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah di 
tentukan di awal akad atau proporsi dana, dan kerugian di bagi berdasarkan 
proporsi dana yang telah di setor ke entitas syariah, tanpa 
mempertimbangkan apakah dana tersebut telah diinvestasikan atau belum 
h. Kontribusi lebih dari mitra 
Nilai keadilan yang proporsional dalam ekonomi syariah mengatur bahwa 
setiap orang harus mendapat imbal jasa yang logis, sesuai dengan hasil 
kerjanya. Berdasarkan pada nilai keadilan ini, maka seorang mitra yang 
memiliki kontribusi lebih dalam menjalankan entitas usaha syariah, harus 
memperoleh imbal jasa yang lebih dibandingkan dengan mitra yang pasif. 
Imbal jasa ini dapat berupa persentase bagi hasil yang lebih besar dari 
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seharusnya, atau pemberian gaji/upah di luar bagi hasil yang akan di 
terimanya, sebagai akibat dari penyertaan modal yang dilakukannya dalam 
entitas syariah. 
i. Catatan terpisah 
Entitas syariah melakukan pencatatan atas semua aktivitas keuangan nya 
secara terpisah dari pemilik dana atau mitra lainnya. Jika entitas syariah di 
kelola secara langsung oleh salah satu mitra musyarakah, maka catatan 
keuangan entitas syariah dan catatan keuangan mitra pengelola entitas 
syariah tersebut harus di pisahkan secara jelas. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan jaminan akan pembagian proporsi keuntungan dan kerugian 
yang tepat kepada para mitra musyarakan. 
 
10.4. Jenis-Jenis Musyarakah 
Berdasarkan pada masa akad nya, terdapat dua jenis musyarakah, yaitu: 
a. Musyarakah Permanen 
Musyarakah permanen merupakan suatu akad musyarakah dengan proporsi 
dana dan bagi hasil yang selalu sama dari sejak di mulainya akad musyarakah, 
sampai habisnya masa akad musyarakah. Jumlah penyertaan dana dan 
besarnya nisbah bagi hasil telah di tentukan di awal akad, dan tidak mengalami 
perubahan hingga berakhirnya akad musyarakah. Sehingga pada musyarakah 
permanen, keluarnya salah satu mitra akan berakibat pada berakhirnya akad 
musyarakah dan bubarnya entitas syariah. 
b. Musyarakah Menurun (Musyarakah Mutanaqisha) 
Musyarakah menurun merupakan suatu akad musyarakah dengan jumlah 
modal pada mitra pasif (non pengelola) akan mengalami penurunan selama 
masa akad musyarakah, sedangkan mitra pengelola mengalami peningkatan 
jumlah modal. Pada akhir masa akad musyarakah, modal mitra pasif akan habis 
dan entitas syariah menjadimilik penuh mitra aktif yang mengelola entitas 
syariah tersebut. Sehingga pada musyarakah menurun, keluarnya salah satu 
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mitra musyarakah, akan menyebabkan berakhirnya akad musyarakah, namun 
tidak menyebabkan bubarnya entitas syariah 
 
10.5. Jenis-Jenis Mitra dalam akad Musyarakah 
Berdasarkan pada aktivitasnya dalam mengelola entitas syariah, mitra 
musyarakah dapat dikelompokkan menjadi: 
a. Mitra Aktif 
Mitra aktif merupakan merupakan mitra yang ikut serta dalam penyertaan 
modal dan sekaligus mengelola entitas syariah, baik di kelola sendiri secara 
langsung, maupun dikelola dengan cara mewakilkannya kepada pihak lain atas 
nama mitra tersebut.   
b. Mitra Pasif 
Mitra pasif merupakan mitra yang hanya ikut dalam penyertaan modal entitas 
syariah, namun tidak ikut serta dalam pengelolaan entitas syariah tersebut. 
 
10.6. Rukun Akad Musyarakah 
Akad musyarakah pada dasarnya merupakan akad kerjasama yang berorientasi 
pada perolehan keuntungan bersama, dari suatu aktivitas ekonomi yang di 
lakukan oleh entitas syariah atas nama para mitra dalam akad musyarakah. 
Oleh karena itu, syariat mewajibkan adanya unsur-unsur (rukun-rukun) berikut 
dalam akad musyarakah. 
a. Pelaku 
Pelaku di dalam akad musyarakah, mengikuti ketentuan umum di dalam 
hukum islam. Oleh karena itu seorang mitra diperbolehkan melakukan akad 
musyarakah, apabila mitra tersebut telah baliq dan harus cakap hukum. 
b. Objek Akad Musyarakah 
Objek akad musyarakah berupa suatu usaha yang sengaja di dirikan oleh 
dua orang atau lebih sebagai suatu wujud kerjasama usaha, dimana setiap 
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mitra memiliki porsi dana investasi sebagai modal awal dalam mendirikan 
badan usaha tersebut 
c. Ijab Kabul atau Serah Terima atau Shighah Transaksi 
Akad musyarakah dinyatakan sah apabila memiliki sighag transaksi atau 
ijab kabul dari kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi tanpa 
adanya paksaan dari pihak manapun dan terdapat saksi yang diterima oleh 
syariat islam. 
d. Nisbah Keuntungan 
Keuntungan di dalam akad musyarakah  harus di bagi sesuai dengan nisbah 
yang disepakati kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, tanpa 
melibatkan pihak luar yang tidak ikut berperan serta dalam akad 
musyarakah. Nisbah di dalam akad musyarakah tidak boleh dinyatakan 
dalam nominal, karena dapat menimbulkan riba, melainkan harus 
dinyatakan dalam bentuk persentase sesuai dengan akad. Keuntungan yang 
di bagikan di dalam akad musyarakah haruslah sudah tidak termasuk gaji, 
dan bukan merupakan cadangan modal dari entitas usaha tersebut kecuali 
dinyatakan lain di dalam akad musyarakah.  
Apabila entitas usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
ditutupi dengan keuntungan atau cadangan modal yang di ambil dari 
keuntungan yang tidak dibagikan. Namun jika kerugian melebihi cadangan 
modal, maka kerugian akan ditanggung bersama-sama dengan besaran 
proporsional, sesuai dengan jumlah investasi yang di setor oleh masing-
masing mitra yang terlibat dalam akad musyarakah. 
 
10.7. Berakhirnya akad musyarakah 
Akad musyarakah berakhir apabila dalam transaksi tersebut terdapat 
kemungkinan menjadi haram atau tidak sah, atau adanya unsur-unsur berikut 
di dalam pelaksanaan kerja sama usaha musyarakah: 
a. Salah seorang mitra berhenti atau keluar dari akad musyarakah 
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b. Salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal. Dalam hal ini 
mitra tersebut dapat digantikan oleh salah satu ahli waris, apabila di 
setujui oleh ahli waris lainnya dan oleh mitra musyarakah lainnya. 
c. Miodal musyarakah habis atau hilang. 
d. Terjadi ta’alluq, yaitu terdapat dua akad yang saling berkaitan 
e. Terjadi Gharar, yaitu terdapat suatu transaksi yang memiliki dua akad, 
sehingga terjadi ketidakjelasan. 
f. Terdapat mitra (pengelola/aktif) yang menggabungkan dana musyarakah 
dengan dana pribadinya. 
g. Mitra aktif menjalankan dana musyarakah dengan pihak lain atau 
meminjamkan dana mussyarakah kepada pihak lain tanpa seijin mitra 
musyarakah lainnya 
 
10.8. Pengakuan dan Pengukuran 
Pengelola dana musyarakah atau mitra aktif harus membuat catatan terpisah 
mengenai penggunaan dana musyarakah. Hal ini di perlukan agar terdapat 
kejelasan/kepastian dalam pembagian keuntungan diantara para mitra 
musyarakah. Pencatatan traksaksi akad musyarakah dapat berbeda di antara 
mitra aktif dengan mitra pasif. 
10.8.1. Akuntansi untuk mitra aktif/pengelola dana musyarakah 
a. Pengakuan Penerimaan Modal Musyarakah 
Modal musyarakah berbentuk kas atau setara kas 
Jurnal: 
 
Modal musyarakah berbentuk aset nonkas 
Modal musyarakah, dapat berbentuk kas atau setara kas atau aset non kas. Jika 
berbentuk aset non kas, maka diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut 
pada saat penyerahan aset kepada entitas musyarakah. Apabila saat penyerahan 
Dr. Kas/Setara Kas xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
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aset non kas terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset nonkas, 
maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam 
ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut disusutkan selama masa 
akad musyarakah. 
Nilai wajar sama dengan nilai buku aset nonkas 
Jurna: 
 
Nilai wajar lebih rendah dari nilai buku aset nonkas 
Jurnal: 
 
Nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku aset nonkas 
Jurnal: 
 
Penyusutan selisih penilaian aset nonkas, selama masa akad musyarakah 
Jurnal 
 
Penutupan Kerugian Penilaian Aset Non Kas 
Jurnal: 
 
 
Dr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Aset Nonkas  xxxxx 
 Cr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
________ 
*) dimasukkan kedalam kelompok akun ekuitas 
Dr. Aset Nonkas  xxxxx 
Dr. Kerugian Penilaian Aset Nonkas)* xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
________ 
*) dimasukkan kedalam kelompok akun Nominal (Laba/Rugi) 
Dr. Beban Penyusutan ..... xxxxx 
 Cr. Akumulasi Penyusutan ... xxxxx 
Dr. Beban Kerugian penilaian Aset xxxxx 
 Cr. Kerugian Penilaian Aset Nonkas xxxxx 
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b. Pembagian laba musyarakah 
Alokasi laba yang akan di bagikan 
Jurnal: 
 
Pembagian laba kepada para mitra musyarakah 
Jurnal:  
 
 
c. Kerugian Musyarakah 
Kadang kala kerjasama usaha musyarakah akan mengalami kerugian. Apabila 
musyarakah mengalami kerugian, maka kerugian di catat dalam kelompok 
akun ekuitas. 
Jurnal:  
 
Kerugian akibat kesalahan pengelola 
Apabila kerugian musyarakah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 
pengelola/mitra aktif musyarakah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh 
pengelola atau mitra aktif musyarakah. 
Jurnal akuisisi kerugian: 
 
Dr. Pendapatan-pendapatan..... xxxxx 
 Cr. Beban-beban ... xxxxx 
 Cr. Laba ditahan)* xxxxx 
 Cr. Laba yang Belum dibagikan)** xxxxx 
_________ 
*) bagian laba yang tidak dibagikan, untuk kelangsungan dan 
pengembangan usaha musyarakah 
**) bagian laba yang akan  dibagikan kepada para mitra musyrakah, dalam 
hal ini di catat dalam akun hutang 
Dr. Laba yang belum di bagikan xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Pendapatan-pendapatan.... xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian xxxxx 
 Cr. Beban-beban... xxxxx 
Dr. Pendapatan-pendapatan.... xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian xxxxx 
 Cr. Beban-beban... xxxxx 
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Jurnal pembebanan kerugian kepada mitra aktif 
 
 
d. Akhir Akad Musyarakah 
Pada akhir akad musyarakah, modal investasi semua mitra musyarakah harus 
di kembalikan dan sisa laba ditahan harus di bagi kepada para mitra dengan 
besar nisbah mengikuti nisbah pembagian keuntungan.  
Modal Awal Berupa Kas 
Entitas Musyarakah Memperoleh Keuntungan 
Modal/dana investasi di kembalikan dalam bentuk kas 
Jurnal: 
 
Modal/dana investasi di kembalikan dalam bentuk Aset Nonkas 
Jurnal: 
 
 
 
 
 
Dr. Piutang – Mitra Aktif xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian xxxxx 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Laba Ditahan)* xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
_________ 
*) nilai didasarkan pada nisbah pembagian keuntungan 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Akumulasi penyusutan xxxxx 
Dr. Laba Ditahan)* xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas)** xxxxx 
 Cr. Kas)** xxxxx 
_________ 
*) nilai didasarkan pada nisbah pembagian keuntungan 
**) berdasarkan pada nilai wajar aset 
***) kas = aset nonkas – (akumulasi penyusutan + dana syirkah temporer + 
Laba ditahan) 
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Entitas Syariah Mengalami Kerugian 
Modal/dana investasi di kembalikan dalam bentuk kas 
 
Modal/dana investasi di kembalikan dalam bentuk Aset Nonkas 
Jurnal: 
 
 
Modal Awal Berupa Aset Nonkas 
Modal/dana investasi di kembalikan dalam bentuk kas 
Apabila modal awal (investasi) musyarakah berupa aset nonkas, dan di akhir 
akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset tersebut harus dilikuidasi 
(dijual) terlebih dahulu. Keuntungan atau kerugian penjualan aset tersebut di 
distribusikan kepada setiap mitra sesuai dengan nisbah penyertaan modal para 
mitra musyarakah. Apabila penjualan aset menperoleh keuntungan, maka akan 
menambah dana para mitra, namun jika mengalami kerugian maka akan 
ditagih/dibebankan kepada para mitra tersebut.  
 
 
 
 
 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian)* xxxxx 
_________ 
*) nilai didasarkan pada nisbah penyertaan modal 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan xxxxx 
Dr. Kas)* xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas)** xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian)*** xxxxx 
_________ 
*) besar kerugian yang harus di tanggung mitra 
**) berdasarkan nilai wajar aset nonkas 
***) nilai didasarkan pada nisbah penyertaan modal 
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Penjulan Aset Nonkas Memperoleh Keuntungan 
Akuisi keuntungan 
Jurnal: 
 
Alokasi keuntungan ke dana syirkah temporer masing-masing mitra 
 
Penjualan Aset Nonkas Mengalami Kerugian 
Akuisisi kerugian 
 
Alokasi kerugian ke dana syirkah temporer masing-masing mitra 
 
Pengembalian modal  investasi musyarakah 
Entitas musyarakah memperoleh keuntungan 
Jurnal: 
 
Dr. Kas xxxxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Keuntungan Penjualan xxxxx 
Dr. Keuntungan)* xxxxx 
 Cr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
__________ 
*) keuntungan penjualan aset didistribusikan sesuai nisbah 
penyertaan modal masing-masing mitra 
Dr. Kas xxxxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian Penjualan xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx  
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian penjualan xxxxx 
__________ 
*) kerugian penjualan aset didistribusikan sesuai nisbah penyertaan 
modal masing-masing mitra 
Dr. Dana Syirkah Temporer)* xxxxx 
Dr. Laba Ditahan)** xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
_________ 
*) dana syirkah temporer yang sudah di tambah keuntungan atau 
dikurangi kerugian penjualan aset nonkas 
**) nilai didasarkan pada nisbah pembagian keuntungan 
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Entitas musyarakah Mengalami Kerugian 
Jurnal: 
 
 
Modal/dana investasi di kembalikan dalam bentuk Aset Nonkas 
Entitas Syariah memperoleh Keuntungan 
Jurnal: 
 
Entitas Syariah Mengalami Kerugian 
Jurnal: 
 
 
 
 
Dr. Dana Syirkah Temporer)* xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian)** xxxxx 
_________ 
*) dana syirkah temporer yang sudah di tambah keuntungan atau 
dikurangi kerugian penjualan aset nonkas 
**) nilai didasarkan pada nisbah penyertaan modal/investasi 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Akumulasi penyusutan xxxxx 
Dr. Laba Ditahan)* xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Kas)** xxxxx 
_________ 
*) nilai didasarkan pada nisbah pembagian keuntungan 
**) kas = aset nonkas – (akumulasi penyusutan + dana syirkah temporer + 
Laba ditahan) 
Dr. Dana Syirkah Temporer xxxxx 
Dr. Akumulasi penyusutan xxxxx 
Dr. Kas)* xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian)** xxxxx 
_________ 
*) nilai didasarkan pada nisbah pembagian keuntungan 
*) kas = aset nonkas – (akumulasi penyusutan + dana syirkah temporer + 
Laba ditahan) 
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10.8.2. Akuntansi untuk mitra pasif/penyerta dana musyarakah 
a. Awal Akad Musyarakah 
a) Penyerahan Investasi musyarakah berbentuk kas atau setara kas 
Jurnal: 
 
b) Penyerahan Investasi musyarakah berbentuk Aset Nonkas 
Modal musyarakay yang berbentuk aset nonkas, maka harus aset tersebut harus 
di nilai pada nilai wajar. Apabila nilai wajar aset lebih besar dari nilai buku, 
maka di catat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah, dan masuk dalam 
kelompok akun ekuitas. Selisih penilaian aset ini, akan disusutkan selama masa 
akad musyarakah sebagai keuntungan investasi. Namun apabila, nilai wajar 
aset aset lebih rendah dari nilai buku , maka di catata sebagai kerugian dan 
diakui saat penyerahan aset nonkas. 
Jurnal: 
 
Apabila nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku 
Jurnal: 
 
Pengakuan keuntungan investasi selama masa akad 
Jurnal: 
 
Dr. Investasi Musyarakah – Kas xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Investasi Musyarakah – Aset Nonkas xxxxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset nonkas xxxxx 
 Cr. Kas xxxxx 
Dr. Investasi Musyarakah – Aset Nonkas xxxxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset nonkas xxxxx 
 Cr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
__________ 
*) Bagian dari kelompok akun ekuitas 
Dr. Selisih Penialain Aset Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Keuntungan xxxxx 
__________ 
*) proporsional sesuai dengan umur akad musyarakah  
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Apabila nilai wajar lebih Rendah dari nilai buku 
Jurnal: 
 
Pengakuan kerugian penilaian Aset musyarakah 
Jurnal: 
 
 
b. Selama Masa Akad Musyarakah 
a) Keuntungan Investasi Musyarakah 
Apabila investasi musyarakah memperoleh keuntungan, maka keuntungan 
harus di akui pada periode keuntungan tersebut di terima 
Jurnal: 
 
b) Kerugian Investasi Musyarakah 
Apabila investasi musyarakah mengalami kerugian, maka kerugian harus di 
akui pada periode kerugian tersebut di derita 
Jurnal: 
 
 
 
Dr. Investasi Musyarakah – Aset Nonkas xxxxx 
Dr. Akumulasi Penyusutan Aset nonkas xxxxx 
Dr. Kerugian Penilaian Aset Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Aset Nonkas xxxxx 
__________ 
*) Bagian dari kelompok akun nominal (laba-rugi) 
Dr. Beban kerugian penialaian aset)* xxxxx 
 Cr. Kerugian penilaian Aset Musyarakah xxxxx 
__________ 
*) dibebankan sekaligus pada saat penyerahan aset nonkas  
Dr. Kas/Piutang)* xxxxx 
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah xxxxx 
__________ 
*) Jika keuntungan bagi hasil sudah dialokasikan, namun belum di 
bagikan oleh entitas syariah, maka dicatat sebagai piutang 
Dr. Kerugian Musyarakah xxxxx 
 Cr. Penyisihan Kerugian Musyarakah xxxxx 
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c. Akhir Akad Musyarakah/Pengembalian Investasi Musyarakah 
Akhir akad musyarakah ditandai dengan dikembalikannya modal investasi 
musyarakah oleh entitas musyarakah.  
a) Investasi awal Aset Nonkas dengan Pengembalian Kas 
Apabila investasi yang di lakukan di awal musyarakah berupa aset nonkas yang 
di akui sebesar nilai wajarnya, dan pada saat berakhirnya akad musyarakah di 
kembalikan dalam bentuk kas. Maka aset nonkas akan dilikuidasi/dijual dan 
keuntungan atau kerugian (selisih antara nilai buku-dengan harga jual) dari 
aset nonkas tersebut didistribusikan kepada setiap mitra sesuai dengan nisbah 
penyertaan modal pada saat pendirian entitas musyarakah. 
Apabila diasumsikan tidak ada penyisihan kerugian musyarakah, dan 
penjualan aset nonkas memperoleh keuntungan 
Jurnal: 
 
Apabila diasumsikan terdapat penyisihan kerugian musyarakah, dan 
penjualan aset nonkas memperoleh keuntungan 
Jurnal: 
 
 
 
 
 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Investasi Musyarakah xxxxx 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset)* xxxxx 
__________ 
*) keuntungan penjualan aset di bagi sesuai nisbah penyertaan modal 
Dr. Kas xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Investasi Musyarakah xxxxx 
 Cr. Keuntungan Penjualan Aset)** xxxxx 
__________ 
*) Jumlah penyisihan kerugian selama masa akad musyarakah 
**) keuntungan penjualan aset di bagi sesuai nisbah penyertaan modal 
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b) Investasi awal Aset Nonkas dengan Pengembalian Aset Nonkas 
Apabila diasumsikan tidak ada penyisihan kerugian musyarakah 
Jurnal: 
 
Apabila diasumsikan terdapat penyisihan kerugian musyarakah 
Jurnal: 
 
 
c) Investasi awal Kas dengan Pengembalian Kas 
Apabila diasumsikan tidak ada penyisihan kerugian musyarakah 
Jurnal: 
 
Apabila diasumsikan terdapat penyisihan kerugian musyarakah 
Jurnal: 
 
 
 
 
 
Dr. Aset Nonkas xxxxx 
 Cr. Investasi Musyarakah xxxxx 
Dr. Aset Nonkas xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Investasi Musyarakah xxxxx 
 Cr. Kas)** xxxxx 
__________ 
*) Jumlah penyisihan kerugian selama masa akad musyarakah 
**) Kerugian yang harus ditanggung mitra musyarakah sesuai nisbah 
penyertaan modal 
Dr. Kas xxxxx 
 Cr. Investasi Musyarakah xxxxx 
Dr. Kas xxxxx 
Dr. Penyisihan Kerugian Musyarakah)* xxxxx 
 Cr. Investasi Musyarakah xxxxx 
__________ 
*) Jumlah penyisihan kerugian selama masa akad musyarakah yang 
harus ditanggung mitra musyarakah sesuai nisbah penyertaan modal 
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